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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 dan 124
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah,;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02
tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [ Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah UU . Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);



Menetapkan

PERTAMA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6777

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonersi Tahun
2017 Nomor 1312);

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

7. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
tata kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYAN TERPADU SATU PINTU TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2025-2029;

Menetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA menjadi pedoman bagi masing-masing dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 2 SEPTEMBER 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
an Terpadu Satu Pintu

— ‘J{\}u‘- si Sulawesi Tengah

“NIP. 19710423 200003 1 002
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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025-2029 dapat dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat
Daerah DPMPTSP sebagai operasional dan penjabaran dari Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-
2029, yang memuat perencanaan secara komprehensif untuk mendukung
pembangunan di bidang penanaman modal yang didasarkan atas data
yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam kurun waktu
5 (lima) tahun dan menjadi panduan bagi aparatur DPMPTSP, masyarakat
dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dalam

melaksanakan tugas sesuai fungsi dan perannya masing-masing.




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini masih membutuhkan kritik
dan saran yang konstruktif guna perbaikan materi dokumen ini.
Selanjutnya ucapan terima kasih kepada para stakeholder dan partisipasi
dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan
tenaga sehingga penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan baik.

Semoga upaya mulia kita dalam menata pembangunan khsusnya
dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di
Sulawesi Tengah ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah
SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan
maslahat bagi rakyat Sulawesi Tengah. |

Sekian dan terima kasih.

Palu, 2 SEPTEMBER 2025

mbina Utama Madya IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002

il




J . i RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
COMOLp 2025-2029

PROVINSI SULAWES! TENGAH

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR : 1
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BABI PENDAHULUAN
14, Latar Belakang 1
L2 Dasar Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DPMPTSP
2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP 9
= 950 15 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP 10
2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP 26
2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP 29
2.1.4 Kinerja Pelayanan DPMPTSP 30
2.1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 38
DPMPTSP
22 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP 46
22,1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 46
Fungsi Pelayanan DPMPTSP
222 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 48
Wakil Kepala Daerah
2.2:8 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI 56
Tahun 2025-2029
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 57
Lingkungan Hidup Strategis
2.2.8 Penetuan Isu-Isu Strategis 63
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN DPMPTSP
3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP 65
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP 72
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENANAMAN MODAL
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 77
4.2 Dukungan Pada Program Prioritas Pembangunan 104
Daerah
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman 107
Modal
4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP 107
4.3.2 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP 110

BAB IV PENUTUP 113

1il



B kil

Tabel 2.1

Tabel 2.2
Tabel 2.3

Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7

Tabel 2.8
Tabel 2.9
Tabel 2.10
Tabel 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3
Tabel 4.4

Tabel 4.5

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

DAFTAR TABEL

Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Di
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2024

Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan Inventaris dan Perlengkapan

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2025
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 -
2025

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Prov. Sulawesi
Tengah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Pentahapan Program Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029

Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan
Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9

26
27

27
28
29
32

33

47

55

66

74

76

82

92

105

108

111

v



B dirm RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
¥ OpMLp 2025-2029

PROVINS! SULAWESI TENGRH

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal 12
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah

Gambar 2.2 Diagram Jumlah Investor PMDN/PMA yang Masuk 34

Tahun 2021-2024

Gambar 2.3 Diagram Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2021-2024 35

Gambar 2.4 Diagram Target dan Realisasi 35
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024

Gambar 2.5 Diagram Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021- 36
2024

Gambar 2.6 Diagram Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target 37
Nasional Tahun 2021-2024

Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra 66
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Gambar 3.2 Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan 67
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Lampiran 1

2025-2029

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 800.1.11.1/843/prog/DPMPTSP
tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama,
Indikator Kinerja Kunci, Indikator Sasaran Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029

Vi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

BAB I
'PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan
pembangunan nasional, yang pelaksanaannya tetap dan senantiasa
memperhatikan kondisi, potensi dan sumber daya, serta peluang dan
tantangan yang akan memberi pengaruh signifikan bagi keberhasilan
pembangunan suatau daerah yang akan dilaksanakan, dengan harapan
membawa hasil pembangunan pada keadaan yang lebih baik dari masa -
masa sebelumnya. Untuk itu perencanaan menjadi salah satu fungsi
manajerial yang amat penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah
agar arah pembangunan jelas serta hasil yang dicapai dapat diukur secara
kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam rangka penyatuan persepsi perencanaan pembangunan
daerah dalam sistem pembangunan nasional, maka seluruh pemerintah
daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen perencanaan merupakan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dan untuk daerah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, serta secara eksplisit diatur dalam Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan bagian dari
perencanaan tersebut yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan
legalitas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029.

RPJMD tersebut ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah (PD) dengan
menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah Dokumen
Perencanaan PD periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, dan
pendanaan indikatif yang disusun oleh Perangkat Daerah yang
berpedoman pada RPJMD. Proses penyusunan renstra perangkat daerah
meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2)
Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra
Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Sulawei Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan penetapan PD
tersebut serta telah berakhirnya Renstra periode sebelumnya, maka
DPMPTSP berkewajiban menyusun Renstra untuk periode 2025-2029
dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang
sangat strategis. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima
tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selain itu Renstra

Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
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pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

i 8

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 — 2025;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penananaman Modal,;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah; .

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan
Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
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Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verfikiasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal;
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah.
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1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi

Tengah adalah :

a. Sebagai landasan kebijakan pembangunan dan dokumen perencanaan
perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029.

b. Menjadi panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja
(Renja) setiap tahunnya agar lebih fokus, terarah dan terukur, tepat
waktu dan tepat sasaran.

c. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,
komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang

mendasar.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah tahun
2025-2029 adalah:

a. Untuk memudahkan unit kerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
dalam merumuskan kembali tujuan dan menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur, khususnya program dan
kegiatan tahun 2025-2029 sejalan dengan RPJMD Sulawesi Tengah
2025-2029.

b. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Provinsi
Sulawesi Tengah dalam memahami dan menilai serta mengevaluasi
pencapaian arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;

c. Sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang
memuat visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional melalui

penanaman modal dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan.
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1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DPMPTSP
2.1 GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP
211 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP
212 Sumber Daya DPMPTSP
213 Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP
214 Kinerja Pelayanan DPMPTSP
215 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
DPMPTSP
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan DPMPTSP
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
223 Telaahan Renstra BKPM RI
224 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DPMPTSP

3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN
MODAL

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Dukungan Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah
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4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal
4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP
4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP

(UBABV PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DPMPTSP

2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP

Tujuan pembangunan ekonomi secara substansi adalah untuk
menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada
dengan tujuan akhir meningkatkan Kkesejahteraan masyarakat.
Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan
terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3)
Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ini ditopang oleh salah satu
bidang yaitu penanaman modal. Penanaman Modal dapat berasal dari
dalam negeri atau disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
berasal dari luar negeri atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).
Perkembangan PMDN dan PMA juga berperan aktif sebagai aktor/pelaku
penting dalam pembangunan daerah.

Sebagaimana data yang ditampilkan dalam Tabel 2.1, nilai investasi
PMDN dan PMA di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan dari
tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 nilai PMDN
mencapai Rp. 4.590.000.000.000,- dan nilai realisasi PMA mencapai
135.310.000.000.000,-.

Tabel 2.1
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Di Provinsi Sulawesi
Rl Tabun 2021 2024

y e [ Vet ey

Juldad Ky )
39.678.000,00

107.421.000,00 3.759.000,00
107.210.000,00 4.770.000,00
135.310.000,00 4.590.000,00
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Otonomi daerah telah memberikan peluang yang cukup besar
kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber
pembiayaan pembangunan. Namun, peluang tersebut juga memicu
persaingan antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-
masing. Persaingan yang sehat mengharuskan pemerintah daerah
melakukan yang terbaik dalam pelayanan publik sehingga mampu menarik
minat investor untuk masuk ke wilayahnya, selain kebijakan hilirisasi
yang sangat efektif meningkatkan nilai realisasi investasi.

Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor PMA/PMDN ke
daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan prima.
Strategi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain
memberikan insentif kepada investor. Salah satu strategi yang dapat
dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memberikan keringanan
pajak, menjamin keamanan, serta memberikan kemudahan serta
memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin investasi. Salah satu
langkah memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah urusan adalah
melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan cara seperti ini para investor
tidak lagi perlu untuk mengurus dengan mendatangi kantor-kantor yang
berbeda dan terpisah. Beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah
Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) demi

meningkatkan kualitas pelayanan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP
Legalitas tentang tugas dan fungsi serta struktur Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawewsi Tengah
secara hirarki ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan
10
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Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

11
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Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

KEPALA DINAS

NIP. 18710423 200003 1002

Murhalis M. SPd, MPd
NIP. 19720902 200003104

KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM

NIP. 18820818 2007011005

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGANDAN ASET

NIP. 18680511 129003 2 007

KEPALA SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Febrianti Mokarou, ST MM
NiP. 18810224 2008012 014

Pit. KEPALA BIDANG

PERENCANAAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

KEPALA BIDANG
PROMOSI PENANAMAN
MODAL

Pit. KEPALA BIDANG
PEENGOLAHAN DATADAN
INFORMASI PENANAMAN MODAL

Osiana, SH, M.Si

Pit. KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMANMODAL

Nowvai A, SE., MM

Pit. KEPALA BIDANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Rohana Jusul Djafara, 5H

KEPALA BIDANG

PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN PELAYANAN

Siska, 5.508. M.S

Afdhaliah, SE,MM Ir. Marfina Nirwana, M.Si
NIP, 19740928 200012 2 00) NIP, 19690320 200003 2 003 NiP. 19721027 200212 2 004 NiP, 18761024 2005021 002 NiP, 19741028 200112 2 003 NP, 19671107 196903 2 006
— - — - i T - ™ 7 -
E i i i ! i
lﬁ”ﬂ( KELOMPOK KELOMPOK
JABATANFUNGSIONAL JABATANFUNGSIONAL Mmﬂl JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN

|

|

12



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah lebih
jelasnya di uraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal

d. Bidang Promosi Penanaman Modal

@

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

i n

Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya Uraian Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi
Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi
kewenangan Daerah daﬁ Tugas Pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah provinsi.

(2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

13
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a. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi
Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi,
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi
Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi,
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan
dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi
Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi,
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan,
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

II. Sekretaris
(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan
pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset,
kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja,
pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian

dan umum;

14
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b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana

kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan

umum;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional

pelayanan  administrasi  perencanaan = program,
keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan

umum;

d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program,

rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian,

rumah tangga dan umum;

e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan

penyelenggaraan urusan perencananan program,
pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga

dan umum;

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

urusan kesekretariatan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

A. Sub Bagian Program

1.

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis,
pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka
penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan

penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan

. Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan
penyusunan program kerja Sub Bagian Program;

b. melaksanakan penghimpunan peraturan

perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis

15
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pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring,

evaluasi dan pelaporan;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan

kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit

terkait;

d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang
meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis,

pengolahan dan penyajian informasi;

e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan

data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian

informasi;

f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

g. melakanakan penyiapan laporan seluruh proses

perencanaan program,

h. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Strategi di lingkungan instansi terkait;

1. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses

bisnis di lingkungan Dinas;

j- melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub
Bagian Program;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan; dan

16
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l. melaksanakan penyiapan bahan dan data dan
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di

lingkugan Sub Bagian Program.

B. Sub Bagian Keuangan dan Aset

i.

1.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan
keuangan dan aset;

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan
penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan
Aset;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan aset;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
kegiatan keuangan dan asset dengan pihak dan unit
terkait;

d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan
pengelolaan keuangan dan aset;

e. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan
administrasi pengelolaan keuangan dan aset;

f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset
dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan
bukan pajak daerah;

h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;

1. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan

keuangan dan aset;

17
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J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan; dan

k. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset
di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

C. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
i. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan
urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
1. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun
rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum,
dan Korpri;

c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di
lingkungan Dinas;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan
urusan kepegawaian dan umum;

e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan
status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu
BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;

f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan,
dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta
Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

18
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h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar
Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;

i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan
Fungsional;

j. melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan
Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian;

k. melaksanakan wurusan rumah tangga, penyiapan
pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu,
kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

l. melaksanakan  monitoring dan evaluasi hasil
penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan
umum;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan pimpinan; dan

n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta
menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

IIl. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal
(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan  kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap
penyelenggaraan fungsi Perencanaan Penanaman Modal,
Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha.
(2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
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. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana
umum, rencana strategis dan rencana pengembangan
penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor
usaha maupun wilayah;

. pengkajian, penyusunan dan pengusulan
deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal
lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha
melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan
kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup
daerah;

. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman
Modal dan Pemberdayaan Usaha;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas; dan

penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal.

IV. Bidang Promosi Penanaman Modal

(1) Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,

fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

terhadap penyelenggaraan fungsi pengembangan promosi

penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman

modal, dan sarana dan prasarana promosi penanaman

modal,
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Promosi Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi:

a. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi
promosi penanaman modal lingkup daerah;

b. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di
dalam dan di luar negeri;

c. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi
penanaman modal,;

d. pelaksanaan koordinasi bidang pengembangan promosi
penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman
modal, dan sarana dan prasarana promosi penanaman
modal;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas; dan

f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang

Promosi Penanaman Modal.

V. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

(1) Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan fungsi Verifikasi dan Pengolahan Data
Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman
Modal, dan Sistem In_fqrmasi Penanaman Modal.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Penanaman Modal mempunyai fungsi:
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perumusan kebijakan bidang Verifikasi dan Pengolahan
Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data
Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman
Modal;

penyiapan bahan peraturan perundang-undangan,
pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman
Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal,
dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

pelaksanaan  koordinasi bidang Verifikasi dan
Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan
Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi
Penanaman Modal;

penyusunan profil dan peta penanaman modal,
pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data
perizinan dan nonperizinan penanaman modal; -
pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan
nonperizinan penanaman modal;

pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan
sistem informasi penanaman modal;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas; dan

penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang

Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

V1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

(1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi,

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang
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Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal.

(2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian
permasalahan penanaman modal;

c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban
perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan
kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal,
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas; dan

f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

VII. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, (fasilitasi,

koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non
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Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

(2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan,
pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi,
evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta
penerbitan perizinan dan non perizinan I;

b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan,
pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi,
evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta
penerbitan perizinan dan nonperizinan II; pelaksanaan,
perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pelaksanaan
verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi,
pengadministrasian  pelayanan, serta penerbitan
perizinan dan nonperizinan III;

c. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di
bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I,
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan III;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas; dan

€. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di
bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I,
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan III.
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VIII. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

(1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi,
serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
kegiatan Pengaduan dan Informasi Layanan, Kebijakan dan
Advokasi Layanan, dan Pelaporan Layanan.

(2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan, pemfasilitasian, perencanaan,
pengumpulan, perumusan, pengidentifikasian,
pelaksanaan verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring,
perancangan, penyusunan, pelaksanaan tindaklanjut,
dokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi
pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan,
pelaksanaan verifikasi, analisis, fasilitasi, perancangan,
pengidentifikasian, pengkoordinasian, pengolahan,
pelaksanaan  simplifikasi, sinkronisasi, = evaluasi,
monitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan
pemberian  advokasi layanan  serta  sosialisasi
penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan;

c. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan,
pelaksanaan verifikasi, analisis, koordinasi, pengolahan,
monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu
layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM,
MP), pengolahan, pelaksanaan operasional,

penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian,
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pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana
infrastruktur  jaringan layanan dan dukungan
administrasi serta peningkatan layanan, penciptaan
(inovasi) pola layanan, penyusunan data dan pelaporan
pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau,
murah, transparan, serta terciptanya produk layanan
yang efisien dan efektif;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas; dan

e. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP
A. Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya didukung
oleh sumber daya pegawai dengan komposisi sebagaimana terlihat

pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering
Eselonering Jumlah Pegawai
Eselon II 1 Orang
Eselon III 3 Orang
Eselon IV 3 Orang
Jabatan Fungsional 59 Orang
Jabatan Pelaksana 64 Orang
Honorer /Tenaga Kontrak 41 Orang
Jumlah : 171 Orang

Berdasarkan tabel 2.2, jumlah pegawai DPMPTSP sebanyak
166 orang, terdiri dari Eselon II berjumlah 1 orang (1%), Eselon III
berjumlah 3 orang (2%), Eselon IV berjumlah 3 orang (2%), Jabatan
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Fungsional berjumlah 60 orang (37%), Pelaksana berjumlah 28

orang (17%), dan tenaga kontrak/honorer berjumlah 66 orang

(41%).
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah Pegawai
Golongan 1 0 Orang
Golongan II 3 Orang
Golongan III 36 Orang
Golongan IV 17 Orang
Golongan IX (PPPK) 67 Orang
Golongan V (PPPK) 7 Orang
Non Golongan 41 Orang
Jumlah 171 Orang

Berdasarkan tabel 2.3, pegawai DPMPTSP terdiri dari 17

orang (11%) Golongan IV, 36 orang (22%) Golongan III, 3 orang (2%)
Golongan 11, 39 orang (24%) Golongan IX PPPK dan 66 orang (41%)

Non Golongan.

Tabel 2.4

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan Jumlah Pegawai
Kepala Dinas 1 Orang
Sekretaris 1 Orang
Kepala Bidang 6 Orang
Kepala Sub Bagian 3 Orang

| Fuamigh L 11 Orang

Berdasarkan jabatan (tabel 2.4), pegawai DPMPTSP terdiri
dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 6 orang Kepala

Bidang, dan 3 orang Kepala Sub Bagian.
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Tabel 2.5
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No | S3 | S2 S1 |pDm| DI | SLTA | SMP | SD | Jumlah
1 0 21 | 117 1 0 32 0 0 171

Dari tabel 2.5, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai
DPMPTSP yang berpendidikan S2 berjumlah 21 orang, S1
berjumlah 109 orang dan SLTA berjumlah 31 orang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
telah dilakukan upaya-upaya berupa pemberian pendidikan dan
pelatihan kepada aparatur di lingkup Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu. Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah,
khususnya bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan
perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pendidikan dan
Pelatihan yang diberikan antara lain pendidikan dan pelatihan
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online
Single Submission (0OSS).

B. Sumber Daya Asset

Keadaan inventaris dan Perlengkapan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
per Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini :
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Tabel 2.6

Keadaan Inventaris dan Perlenikapan

1

2

3

o)

1.575.408.500,00

Peralatan dan Mesin 10.182.469.463,00
Gedung dan Bangunan 23.590.070.616,00
Jalan, irigasi, dan jaringan 381.777.650,00
Aset tetap lainnya 73.298.850,00
Konstruksi dalam Pengerjaan -
Aset lainnya 943.881.900,00
Jumlah 36.746.906.979,00

Selain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan

rutin, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki sarana
dan pendukung layanan Informasi Potensi Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu sebagai upaya pendekatan kepada
masyarakat pemohon perizinan yaitu berupa Gerai/Outlet
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memfasilitasi
Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam mengakses layanan

pendaftaran izin dan non izin.

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP

Kelompok sasaran pelayanan DPMPTSP (Dinas Penanaman

berikut:

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah masyarakat,
pelaku usaha, dan investor yang membutuhkan perizinan dan
pelayanan terkait penanaman modal. Mereka adalah pihak yang
akan mengajukan permohonan izin, melakukan konsultasi, atau

membutuhkan informasi terkait investasi dan perizinan, sebagai

1. Masyarakat yakni Individu yang membutuhkan pelayanan

perizinan untuk berbagai keperluan izin dan non izin;
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2. Pelaku Usaha yakni Perusahaan, badan usaha, atau
individu yang menjalankan kegiatan wusaha dan
membutuhkan berbagai jenis perizinan usaha;

3. Investor yakni Pihak yang menanamkan modal baik
domestik maupun asing, yang membutuhkan informasi,
fasilitasi, dan perizinan terkait kegiatan investasi;

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun Instansi
Lainnya yakni pelayanan dalam hal dalam hal koordinasi
dan fasilitasi perizinan terkait dengan program dan
kegiatan yang dilaksanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
memberikan pelayanan pada kelompok sasaran dan mitra
mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, mudah, transparan,
dan terpadu kepada seluruh kelompok sasaran ini, sehingga dapat
mendukung iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan

ekonomi daerah.

2.1.4 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu organisasi
perangkat daerah yang menjalankan urusan wajib non pelayanan
dasar, makin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam
melaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan. Untuk meningkatkan iklim
penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional dan
daerah, maka kualitats tatakelola dan kinerja DPMPTSP Provinsi
Sulawesi Tengah dituntut lebih maksimal dan tentu saja harus
tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi dari instansi maupun

lembaga-lembaga lainnya.
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Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator
kinerja sasaran dengan realisasinya.

Adapun kinerja pelayanan ini dapat dilihat pada tabel review
antara target dan pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP tahun
2021 s/d 2025 pada tabel 2.7 serta target dan realisasi
anggaran/pendanaan pelayanan DPMPTSP tahun 2021-2025 pada
tabel 2.8 di bawah ini:
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Tabel 2.7
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 - 2025

No ~ Indikator Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun (%)
| Sesuai Tugas Fungsi | 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 |2025(20212022|2023|2024)2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7 (@) @ 10) (11) (12) [ (13) [ (14) [ (15) [ (16) | (17)
1 |Jumiah Nilai Investasi | 23-750.000.000.000 | 35.750.000.000.000 | 37.750.000.000.000 | 35.750.000.000.000 | 41.750.000,000,000 | 42.650,000.000.000 [ 'M1B0000000.000 | THSS00C0000000 | 133.300030000.000 126%| 311%| 2079 352%
Berskala Nasional
(PMDN/PMA) (Rp.)
2 |Jumlah Investor 403 461 519 577 635 425 2910 4943 2727 105%| 631% 952% 473%
Berskala Nasional
(PMDN/PMA)
3 |Indeks Kepuasan 93% (Sangat | 94% (Sangat | 95% (Sangat | 96% (Sangat | 97% (Sangat 96,75% 98% (Sangat 98,80% 97,68% 104%| 104%| 104%| 102%
Masyarakat (IKM) Baik) Baik) Baik) Baik) Baik) (Sangat Baik) Baik) (Sangat Baik) | (Sangat Baik)
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP
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Tabel 2.8

Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2025

2 3 6 7
wmmmm 729.641137,00 |  17.998.000.043,00 |  19.025.363.730,00 | 19.268.330.862,00 |  16.636.195.563,00 | 16.785.686.022,00 |  WI.555.044.980,00 | 1nes0.403160,00 | 957 93% 92% 14 384.673.031,25 | 161.051.899.25
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 15.148.968.223,00 | 1316791874600 | 1530607361500 | 1488258518700 | 1442033200400  12.300.289779.00 | 14080.403.52000| 1330zesasmeco| 9% 93 b7 A 8 B5.345758.00 - 27936926200
Provinsi
Program Pengembangan .
Kl B Modal 4B7.177.125,00 575.563.625.00 545,691.450.00 719,922.100,00 243.083.050,00 556.080.984,00 534.023.470,00 70941180500 | 954 % 0% 74 6118624375 £6.504.588.75
im Penanaman Moda
Program Promosi . ) n z
p Modsl 20085083900 | 1577.258.210.00 546.537.854.00 £67.061.130.00 39616732500 | 1.466.256.161,00 522.504.487,00 eansgasoson| 99K ax %% o 1660257275 113:204.300 00
enanaman Moda
Program Pelayanan g
> Modal TI5.746.250.00 | 129494774000 |  1.046,010,378.00 929.147.325.00 75896511400 |  1.241.253.273.00 7IZITEITO0 eazped.éss00| 954 %% 0a% k1 39.350.268.75 AT U525
enanaman Moda
Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman €68.203.075,00 85757220000 | 131507950000 |  1.525.645.050.00 588.033,625,00 o317 50300 | 11877ma12400| 137oessaco| 8B Lrird 0% % 214 36043375 202 246 34200
Modal
Program Pengelolaan Data
Dan Sistem Informasi 267.856.225,00 2439992200 265,511, 140,00 237.873.070,00 248.604,425.00 280.518.292,00 757.996.000,00 2956836600 W S0% L1 9 75umas 19.990.385.55

Penanaman Modal
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Jumlah perusahaan PMDN/PMA yang masuk ke Sulawesi Tengah
cenderung meningkat tiap tahun. Jumlah perusahaan PMDN/PMA yang
masuk terjadi kenaikan yang signifikan, meskipun pada tahun 2024 terjadi
penurunan realisasi tapi masih jauh lebih tinggi yakni 472% terpenuhi dari
target yang telah ditentukan. Perkembangan jumlah perusahaan PMDN/PMA
baru yang masuk dari tahun 2021 — 2024 dapat dilihat pada gambar 2.2.

Perusahaan Yang Masuk
4943
5000
4000
2510 3737

3000
2000
1000 403 425 519 227

0

2021 2022 2023 2024
W lumlah Perusahaan Yang Masuk Target B Jumlah Perusahaan Yang Masuk Realisasi

Gambar 2.2 Diagram Jumlah Investor PMDN/PMA
yang Masuk Tahun 2021-2024

Realisasi investasi PMDN/PMA juga terus meningkat setiap tahunnya
dari tahun 2021-2024. Tercatat realisasi investasi PMDN/PMA pada tahun
2021 sebesar Rp. 42,69 Triliun, dan mencapai nilai Rp. 139,9 Triliun pada
tahun 2024. Perkembangan realisasi investasi PMDN/PMA dari tahun 2021 -
2024 dapat dilihat pada gambar 2.3.
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Nilai Investasi PMDN/PMA

2021 2022 2023 2024
W argen Goaksasl inviestas) 33,75 35,75 37,75 39,75
(Triliun Rupiah)
® Capaian Realisasl Investasi 42,60 111,18 111,98 139,90

(Triliun Rupiah)
® Target Realisasi Investasi (Triliun Rupiah) ® Capaian Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)

Gambar 2.3 Diagram Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2021-2024

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelayanan
perizinan dan non perizinan juga mengalami kenaikan, meskipun di tahun
2024 terjadi penurunan sebesar 1% menjadi 97,68% namun masih lebih
tinggi dari target di tahun 2024 sebesar 96%. Pengukuran IKM dari tahun
2021 - 2024 dapat dilihat pada gambar 2.4.

Indeks Kepuasan Masyarakat

98,80%
98%

100% 95,75%
a5
96%
4%
92%

90

97,68%

‘

O(,

Capaian Pengukuran IKM
Target Pengukuran IKM

2021 2022 2023 2024

B Target Pengukuran IKM ® Capaian Pengukuran IKM

Gambar 2.4 Diagram Target dan Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024

Daya serap Belanja rata-rata dapat terealisasi diatas 90% (95%, 93%,
92%, 91%), walaupun terus terjadi penurunan dari tahun 2021 sampai
dengan tahun 2024, hal ini disebabkan karena tingginya silpa dari kelompok

belanja gaji dan tunjangan ASN, serta tambahan silpa dari sisa hasil nego
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pada belanja-belanja barang dan jasa. Meskipun terjadi penurunan realisasi
belanja tapi seluruh kegiatan 100% terlaksanakan. Perkembangan realisasi
anggaran dari tahun 2021 — 2024 dapat dilihat pada gambar 2.5.

Pagu dan Realisasi Anggaran

20.000.000.000

15.000.000.000
10.000.000.000
’ o Persentase Capaian
T, y r - L }
5.000.000.000 _ Realisasi Anggaran
Besaran Pagu Anggaran
1 2 3
W Besaran Pagu Anggaran 17.729.17.998,19.025.19.268,
® Realisasi Anggaran 16.836.16.785.17.555.17.480
Persantase Capaian 495% 933 Q2% 919
W Besaran Pagu Anggaran ® Realisasi Anggaran Persentase Capaian

Gambar 2.5 Diagram Target dan Realisasi Anggaran
Tahun 2021-2024

Selain kinerja di tingkat daerah tersebut di atas, disampaikan pula
kinerja di tingkat nasional yaitu target dan realisasi investasi yang ditetapkan
oleh BKPM RI dari tahun 2021-2024 yaitu:

a. Tahun 2021 dari target investasi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) yaitu sebesar Rp.31,75
Triliun kepada Sulteng, Namun Raihan Realisasi Investasi tersebut telah
melampaui target yaitu mencapai Rp.42,69 Triliun yang terdiri dari PMA/
PMDN atau terjadi capaian 134,46%.

b. Tahun 2022 BKPM RI meningkatkan target realisasi investasi kepada
Sulawesi Tengah sebesar Rp.53,9 Triliun, dan Sulawesi Tengah mampu
mencapai realisasi investasi yang sangat signifikan yaitu sebesar
Rp.111,18 Triliun yang terdiri dari PMA/PMDN atau terjadi capaian
sebesar 206,27%. Raihan nilai ini menempatkan Sulawesi Tengah berada
diurutan 3 (tiga) besar dengan menyumbangkan 9,2% dari total realisasi
investasi nasional yakni Rp.1.207,2 Triliun.
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c. Tahun 2023 upaya yang dilakukan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah

melebihi target investasi yang ditetapkan oleh BKPM RI yaitu Rp.111,98
Triliun dan realisasi investasi tersebut telah melampaui target yaitu
mencapai Rp.111,68 Triliun yang terdiri dari PMA/PMDN atau terjadi
capaian 100,27%. Raihan nilai ini menempatkan Sulawesi Tengah berada
diurutan 4 (empat) besar dengan menyumbangkan 7,9% dari total
realisasi investasi nasional yakni Rp.1.418,9 Triliun.

. Pada tahun 2024 BKPM RI menargetkan realisasi investasi untuk Provinsi
Sulawesi Tengah cukup besar yaitu Rp. 131,62 Triliun, namun
Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP melakukan kerja keras dalam
upaya peningkatan realisasi investasi di Sulawesi Tengah sehingga target
pusat tersebut dapat dicapai dengan baik bahkan melebihi target, dengan
nilai total realisasi investasi sebesar Rp.139,88 Triliun atau 106,28% dari
target realisasi BKPM RI. Raihan nilai ini menempatkan Sulawesi Tengah
berada diurutan 4 (empat) besar dengan menyumbangkan 8,2% dari total
realisasi investasi nasional yakni Rp.1.714,2 Triliun.

Perkembangan capaian realisasi investasi berdasarkan target nasional dari
tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada gambar 2.6.

Rasio Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Nasional

250,00%

206,27%

200,00%

150,008 134,46%

00,27% 106,28%

100,005

50,00%

0,005
42,697 111,187 111,987 139,887
31,751 53,97 111,68T 131,627

2021 — 2022 2023 2024

Gambar 2.6 Diagram Capaian Realisasi Investasi
Terhadap Target Nasional Tahun 2021-2024
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2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpédu Satu Pintu telah berusaha secara optimal
dalam mendukung program pemerintah provinsi dengan menarik modal
swasta, namun demikian minat investasi masuk masih relatif kecil. Kondisi
ini selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, juga dipengaruhi oleh faktor

internal.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran peningkatan penanaman
modal di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan suatu analisis yang
menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Analisis lingkungan
strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu
kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
penanaman modal di Provinsi Sulawesi Tengah.  Analisis terhadap
lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats) yang berbasis pada perspektif ekonomi
yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat mendukung atau sebaliknya
menghambat program penanaman modal di daerah baik dari sisi internal

maupun eksternal.

A. Identifikasi dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor
yang memacu dan menghambat pelaksanaan penanaman modal di daerah
dari sudut faktor internal dengan menganalisis aspek kekuatan dan
kelemahan Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pelaksanaan penanaman
modal.
1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

a. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki jumlah penduduk yang cukup
besar, dimana berdasarkan Publikasi BPS “Sulawesi Tengah Dalam
Angka 2025 penduduk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024
berjumlah 3.121,75 ribu jiwa, jumlah ini didapatkan dari proyeksi
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penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 yang pelaksanaannya
dilakukan dengan combine method dengan menggunakan data
Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai basis data. Dari jumlah ini,
komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.600,61 ribu jiwa atau
sekitar 51,27 persen. Sisanya sebanyak 1.521,15 ribu jiwa atau
sekitar 48,73 persen merupakan penduduk perempuan.
Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang pesat ini memberikan
indikasi bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki ketersediaan
tenaga kerja yang cukup besar dan menunjukkan besarnya konsumen
atau tingginya ketersediaan pangsa pasar. Berdasarkan kegiatannya,
penduduk usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan menjadi angkatan
kerja dan yang bukan angkatan kerja. Pada tahun 2024 jumlah
angkatan kerja Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1.647.090 orang dan
bukan angkatan kerja 669.518 orang. Selanjutnya dari angkatan kerja
tersebut terdapat penduduk bekerja sebanyak 1.598.656 orang dan
pengangguran sebanyak 48.434 orang. (Sumber Data diolah dari BPS
Sulteng Dalam Angka 2025).

Letak geografis Provinsi Sulawesi Tengah yang strategis. Provinsi
Sulawesi Tengah terletak di tengah jalur perdagangan Indonesia Timur
dan Tengah, serta menjadi salah satu titik jalur pertumbuhan segitiga
kawasan pembangunan yaitu pertumbuhan regional IMP-GT
(Indonesia, Malaysia dan Philipina- Growth Triangle) dan IMS-GT
(Indonesia, Malaysia dan Singapura - Growth Triangle). Dengan
demikian posisi Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai keunggulan
komperatif.

Forum koordinasi Gubernur se-wilayah Sulawesi dan Indonesia
Timur. Keanggotaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam forum-forum
tersebut akan menciptakan suatu kemajuan bagi Provinsi Sulawesi
Tengah yang seimbang, saling mengisi dan mampu bersaing setara
dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan adanya forum tersebut,

masalah-masalah kebutuhan lintas provinsi yang tidak dapat
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ditanggulangi oleh provinsi yang bersangkutan dengan mudah akan
dapat teratasi melalui forum koordinasi gubernur dan ini merupakan
suatu kekuatan bagi Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan
kegiatan penanaman modal dan promosi unggulan daerah.

Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa hutan, lahan
pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan,
bahan tambang (batubara, emas, dan lain-lain) serta potensi
pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Untuk dapat
menggerakkan roda pembangunan secara mandiri dan efisien,
tentunya diperlukan daya dukung sumber daya alam yang memadai.
Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan

investasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan
a. Adanya konflik horisontal yang sering terjadi di masyarakat daerah,

serta isu teroris di Poso mempengaruhi minat investor untuk
menanamkan modalnya karena kondisi seperti itu menimbulkan rasa
ketidakamanan dan ketidakpastian dalam berusaha.

Adanya Isu bahwa beberapa daerah di Sulawesi Tengah berada pada
garis sesar palu koro yang menjadi daerah langganan gempa bumi.
Kurangnya sumber dana pembangunan. Salah satu konsekuensi dari
penerapan otonomi daerah adalah daerah harus mampu membiayai
jalannya roda pembangunan. Tidak jarang berbagai program
penanaman modal di daerah yang telah disepakati tidak dapat
berjalan atau terealisasikan secara simultan dan terpadu karena
keterbatasan anggaran pembangunan.

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terampil dan
mempunyai tingkat produktivitas tinggi. Harus diakui bahwa sumber
daya manusia dan etos kerja pekerja yang ada di Provinsi Sulawesi
Tengah masih relatif rendah. Kondisi ini sering menjadikan para
pelaku ekonomi daerah maupun investor asing terpaksa

mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari daerah lain bahkan dari
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luar negeri untuk dapat mengisi kebutuhan dan kekosongan lapangan
pekerjaan yang tersedia. Hal ini sering memicu kerawanan sosial
mengingat kehadiran suatu industri yang mengekploitasi sumber-
sumber daya alam setempat tetapi manfaat ekonomisnya tidak dapat
dirasakan oleh masyarakat setempat. Kondisi tersebut pada akhirnya
menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pelaku usaha untuk
menanamkan modalnya di daerah Sulawesi Tengah.

e. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana transportasi. Hal ini
dapat dilihat dari sebagian besar jalan darat, baik jalan kota ataupun
kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional yang ada di Provinsi
Sulawesi Tengah masih kurang, serta belum adanya Pelabuhan
bertaraf internasional di Sulawesi yang mendukung kelancaran arus
transportasi orang dan barang dari dan keluar Sulawesi Tengah.
Kondisi ini sering menjadi penghambat dalam upaya menarik dana
investor asing, dan sebagai akibatnya daerah akan mengalami
kemajuan ekonomi yang relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan
daerah - daerah lain yang lebih kaya dan memiliki infrastruktur yang
memadai.

f. Sering berubah-ubahnya aturan pusat sehingga membuat daerah
kebingugan dalam menyusun peraturannya.

B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dibutuhkan untuk melihat faktor-faktor
peluang yang dapat memacu peningkatan penanaman modal di daerah serta
faktor — faktor yang menjadi penghambat penanaman modal di daerah. Dari
analisis yang dilakukan maka dapat diuraikan beberapa faktor yang dianggap

sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut:
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Identifikasi dan Analisis Peluang,.

a. Adanya otonomi daerah yang diamandemenkan menjadi Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat
serta peningkatan daya saing daerah, hal ini memberi keleluasaan
bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
dan daerah dapat secara langsung merumuskan prioritas
pembangunan di wilayahnya berdasarkan aspirasi masyarakat.
Pemberlakuan undang- undang tersebut juga memberikan peluang
yang cukup besar kepada daerah dalam meningkatkan penanaman
modal di daerah, baik penanaman modal dalam negeri maupun
penanaman modal asing.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang hilirisasi yang secara
eksplisit diturunkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun
2020 yang melarang ekspor nikel mentah dan mendorong pengolahan
nikel di dalam negeri. Aturan hilirisasi tersebut menjadi angin segar
bagi Sulawesi Tengah sebagai salah satu penghasil terbesar tambang
nikel. Dimana hilirisasi ini dapat menyokong meningkatnya
pendapatan daerah dan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dengan peningkatan signifikan
realisasi investasi sejak penerapan kebijakan hilirisasi.

Dengan memiliki RTRW dan RDTR dapat meningkatkan peluang
investasi dan memberikan kepastian hukum bagi para investor atau
pelaku usaha. Selain itu RDTR juga penting dimiliki oleh daerah
sebagai pedoman bagi instansi dalam mewujudkan pembangunan

yang berkualitas dan berkelanjutan.
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d. Terbukanya pusat-pusat pertumbuhan regional dan blok-blok

perdagangan regional. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan dan
blok perdagangan baru tersebut akan memberikan peluang bagi
Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempromosikan potensi unggulan
daerah yang dapat meningkatkan penanaman modal di daerah.
Ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Kawasan Industri di
Morowali dan Morowali Utara memberikan peluang bagi para investor
menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah, sekaligus hal ini
menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi di daerah.

Adanya bonus Demografi Sulawesi Tengah yang semakin baik.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan
teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang semakin pesat
dewasa ini dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai sarana untuk
mempromosikan segala potensi yang dimiliki daerah ke berbagai

penjuru dunia.

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman

a. Perang di Eropa dan Timur Tengah memiliki dampak signifikan

terhadap ekonomi global. Konflik ini dapat menyebabkan kenaikan
harga minyak, inflasi, gangguan rantai pasokan, penurunan investasi,
dan meningkatnya risiko geopolitik, yang berdampak luas pada
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di seluruh dunia.

Presiden terpilih Amerika Serikat menjalankan kebijakan American
First yang memicu terjadinya perang tarif respirokal utamanya antara
Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang tersebut memiliki
dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama terkait
dengan ekspor dan investasi. Perang dagang ini
menyebabkan gangguan rantai pasok global, penurunan permintaan
ekspor ke AS dan Tiongkok, serta potensi penurunan harga
komoditas. Namun di sisi lain, perang dagang ini juga membuka

peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kemitraan strategis di
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bidang teknologi dan memperluas pangsa pasar ekspor ke negara
lain.

c. Sebagian kabupaten/kota di wilayah Sulteng belum mempunyai
RTRW dan RDTR yang memadai sehingga mempengaruhi minat
investor untuk masuk di wilayah itu.

d. Terbukanya pusat pertumbuhan baru dan blok perdagangan baru.
Pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini akan
menuntut semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam
memanfaatkan peluang pasar dan mengundang investor. Pusat
pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini merupakan dimensi
baru yang dapat merentangkan polarisasi antara daerah kaya dan
miskin, daerah yang sangat aktif dengan daerah yang pasif, daerah
metropolitan dengan daerah yang tertinggal, serta antara daerah yang
bergolak dan daerah yang tenang dan relatif stabil.

e. Kebijakan tentang perturan pemerintah pusat yang sering berubah-
ubah sehingga membingungkan investor dan akibatnya dapat
mengancam kontinuitas dari investasi yang telah ditanamkan.

f. Daerah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing
di segala sektor.

g. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi dapat menjadi peluang bagi
daerah, namun jika tidak ditopang oleh ketersediaan dana dan
sumber daya manusia yang memadai maka sebaliknya akan menjadi
ancaman bagi daerah, sebab daerah yang tidak mampu mengikuti
perkembangan teknologi informasi akan termarjinalkan dan tidak
dapat bersaing dengan daerah lain yang mempunyai kemampuan

penguasaan informasi secara cepat.
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Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka perlu dilakukan

upaya-upaya sebagai berikut :

1.

Melakukan analisis dan eksplorasi potensi-potensi (produk-produk)
unggulan daerah melalui berbagai penelitian dan kajian serta
meningkatkan upaya-upaya promosi dan kerjasama investasi dalam
rangka mendukung diversifikasi pasar baru di luar negara-negara yang
terpengaruh resesi global.

Meningkatkan peran stackholder dalam rangka mendukung kegiatan
investasi di daerah. Upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait di
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan
pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan investasi
seperti penyediaan energi listrik, peningkatan dan pengembangan jalan
darat, pelabuhan dan bandar udara termasuk bandar udara di kabupaten
perlu ditingkatkan.

Meningkatkan SDM yang berdaya saing, dan peran DPMPTSP untuk
memberikan pemahaman kepada stakeholders dan masyarakat melalui
sosialisasi bahwa investasi itu penting untuk penyediaan lapangan kerja,
peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif.
Mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan-kebijakan daerah yang
mendukung penanaman modal di daerah, dengan insentif-insentif
tertentu yang memberikan kemudahan bagi para investor berinvestasi di
Sulawesi Tengah.

Mengoptimalkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA dan
PMDN.

Memberikan pelayanan yang prima terhadap pelaku-pelaku usaha dan

investor, baik investor dari dalam negeri maupun luar negeri untuk

meningkatkan kepercayaan akan kenyamanan, keamanan dan kepastian

hukum berinvestasi di Sulawesi Tengah.
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2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP

Analisis isu-isu strategis dalam Renstra DPMPTSP berdasarkan RPJMD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi
di Provinsi Sulawesi Tengah selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima)
tahun terakhir sebagai dasar utama visi dan misi pembangunan jangka
menengah yang menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun
mendatang, tentunya dengan memperhitungkan permasalahan
pembangunan dan isu strategis pada Renstra hasil evaluasi 5 tahun terakhir.
Berdasarkan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan pada waktu
pelaksanaan Renstra DPMPTSP 2021-2024, masih terdapat beberapa target
indikator yang tidak dapat dicapai. Hal tersebut disebabkan karena beberapa
faktor baik internal maupun eksternal, khususnya terkait Realisasi Investasi

dan Penyelenggaraaan Pelayanan Perizinan.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan DPMPTSP

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan
analisis yang merujuk pada identifikasi pada permasalahan pokok dan akar
masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah tersebut berdasarkan
analisis evaluasi capaian indikator kinerja DPMPTSP. Sebagai perbandingan
pencapaian antara realisasi kinerja Perangkat Daerah yang mendukung
kinerja daerah saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk
memberikan penguatan pada Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
tahun 2025-2029, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan

dianalisis didasarkan sesuai urusan penanaman modal sebagai berikut:
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Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

1 Kualitas SDM masih . Belum maksimalnya | 1.Belum seluruhnya
rendah dan sarana SDM dan sarana| pegawai mengikuti diklat
prasarana pendukung | prasarana pendukung| PTSP dan masih
pelayanan belum dalam kurangnya sarana
optimal. penyelenggaraan prasarana  pendukung

pelayanan. pelayanan;
2.Belum maksimalnya
serapan kebutuhan
Fungsional Penata
Penanaman Modal dan
Fungsional Penata
Perizinan

2. Belum optimalnya . Belum optimalnya |1.Potensi dan peluang
realisasi investasi dan realisasi investasi | investasi
persebaran PMA & PMDN di| kabupaten/kota belum
penanaman modal. Sulteng terdata dengan baik

menyebabkan
pengelolaan potensi

belum maksimal

2.Banyak pelaku usaha

yang belum memiliki
pemahaman yang cukup
mengenai kewajiban
mereka untuk berusaha
terutama dalam  hal
pengisian LKPM sehingga
pencatatan nilai realisasi

tidak seluruhnya
terlaporkan

3.Masih rendahnya
kualitas jaringan
penghubung antar
wilayah

. Regulasi untuk [1. Perda/Perkada  untuk
mendukung memfasilitasi
Kemudahan Kemudahan Investasi di
Investasi di Daerah | sebagian kab/kota
belum  seluruhnya| belum tersedia;
tersedia 2. Belum seluruhnya

kab/kota menyusun
RDTR dan RUPM;

3. Belum terciptanya
harmonisasi antara
peraturan daerah dengan
regulasi/ kebijakan
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terbaru dari pusatterkait
penanaman modal;

S Pelayanan Perizinan 1. Kebijakan yang | 1.Daerah terus menyusun
dan Non Perizinan tumpang tindih dan | penyesuaian regulasi
belum maksimal. sering berubah akibat adanya

perubahan regulasi

pemerintah pusat;
2.Belum semua NSPK dari
K/L yang berkaitan dan

saling melengkapi

diterbitkan.
3.Pembangunan Mall

Pelayanan Publik

sebaiknya di semua
kabupaten/kota tetapi
tidak semua daerah
memiliki kapasitas fiskal
yang cukup memadai
dan belum dapat

melaksanakan
pembangunan MPP ini,
sehingga dinilai
menghambat pelayanan
perizinan

2.Tebatasnya 1. Di beberapa daerah,

Infrastruktur Digital akses internet masih
menjadi kendala, hal ini
menyulitkan penerapan
sistem perizinan berbasis
online (OSS).

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan konsepsi
dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya
pendorong dan daya ungkit (leverage) bagi seluruh komponen masyarakat
dalamm mewujudkan kehidupan bersama yang dicita-citakan.

Guna menentukan arah ke depan yang menggambarkan tujuan yang
ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan
daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi,
interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat, maka telah
ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 merupakan tahapan dari
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Adapun
Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Adalah:

“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis
Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui

pemenuhan Kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.

Misi ini akan dilakukan melalui berbagai Program Aksi seperti pemberian
kemudahan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Sulawesi Tengah
khususnya masyarakat miskin, pemberian bantuan Pendidikan bagi
Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya masyarakat miskin, menjamin
ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian dan UMKM, peningkatan

keterampilan tenaga kerja serta perlindungan hak-hak pekerja.

. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan

ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan
ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Ekonomi kerakyatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan
daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan
pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) serta optimalisasi potensi lokal, ekonomi
kerakyatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan
ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
Menjamin Semua Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dapat Terjangkau.
Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan
tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar
wilayah dan antar sektor

Pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan dan tata ruang
yang berkelanjutan merupakan kunci dalam menciptakan keseimbangan

antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kualitas
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hidup masyarakat. Infrastruktur yang dirancang secara berkelanjutan
akan mendukung daya dukung lingkungan, meminimalkan dampak
negatif terhadap ekosistem, serta memastikan pemanfaatan ruang yang
optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan

menjamin konektivitas antar daerah.

. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif

serta keamanan daerah yangtangguh berlandaskan nilai religius dan
kearifan lokal

Tata kelola pemerintahan yang berkualitas merupakan salah satu pilar
utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan
akuntabel. Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi
pada pelayanan publik akan menciptakan kepercayaan masyarakat serta
mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu Perbaikan
layanan birokrasi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) digitalisasi dan inovasi bagi seluruh sektor pelayanan
publik dan peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Sulawesi
Tengah.

Selanjutnya Program Prioritas Pembangunan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2029 adalah:
1. Berani Cerdas, dengan program unggulan Nambaso (Anak bisa Sekolah

Gratis) melalui:

a. Pemberian BOSDA bagi SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta;

b. Penyediaan biaya uji kompetensi dan biaya prakerin bagi siswa SMK
negeri maupun swasta;

c. Bantuan SPP bagi siswa SMA/SMK/SLB swasta kategori miskin

d. Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi:
* mahasiswa baru jalur prestasi nonakademik
* mahasiswa baru jalur afirmasi
* mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasiskan Prestasi (SNBP)
* mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasiskan Tes (SNBT)
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*» mahasiswa aktif jalur prestasi akademik

* mahasiswa aktif jalur afirmasi

» mahasiswa aktif jalur prestasi nonakademik

¢ guru serta ASN

* pendidikan profesi

 Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
berbasis Digital bagi SMA/SMK

* Pelatihan “Vokasional Siap Kerja” bagi Generasi Milenial dan Gen-Z

*» Pembentukan Sulteng Career Center.

2. Berani Sehat, dengan program unggulan integrasi layanan kesehatan

bersama BPJS, berobat gratis menggunakan KTP, penanganan stunting,
makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kualitas
layanan kesehatan pada rumah sakit, mendorong RS. Undata dan Madani
menjadi rumah sakit-rujukan bertaraf internasional, Jaminan Layanan
Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Naseha Kami), integrasi layanan
kesehatan dengan rumah sakit lainnya.

. Berani Sejahtera, dengan program unggulan satu harga bahan pangan

strategis serta menjaminan kestabilan harga; menjamin kebutuhan dasar
masyarakat miskin melalui Program Pangan Daerah (PANADA),
Pemberdayaan masyarakat miskin menuju graduasi, revitalisasi rumah
tidak layak huni (Rutilahu); program pelatihan kewirausahaan dan
pengembangan UMKM.

. Berani Lancar, dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah dengan

menghubungkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan
pariwisata, serta memperlancar akses menuju sentra-sentra pertanian,
industri, dan perkebunan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat
basis ekonomi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, dan
meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat pedesaan.;
Peningkatan konektivitas jalan penghubung antara wilayah barat Sulteng
menuju wilayah timur Sulteng, melaksanakan rekonstruksi dan

pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket Multi-Year Contrak
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(MYC); pembangunan kawasan kumuh 10-15 ha dan di luar kawasan
kumuh, kawasan Agropolitan Buol, Tolitoli, Donggala dan Parigi Moutong;
peningkatan jalan penghubungantara wilayah barat Sulawesi Tengah
menuju wilayah timur, Peningkatan konektivitas penghubung antara
Bangkep-Balut, Pembangunan Gawalise International Stadium (GIS);
jaminan ketersediaan air bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai
akses air bersih.

5. Berani Menyala, dengan program unggulan Jaminan Ketersediaan
Jaringan Internet bagi Desa yang masih termasuk dalam wilayah Blank
Spot, Jaminan Ketersediaan Akses Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan
Penerangan Jalan Umum bagi Daerah yang belum terjangkau,
Peningkatan kualitas Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Sulewana Poso agar dapat menjamin ketersediaan Pasokan Listrik
Sulawei Tengah.

6. Berani Makmur, dengan program unggulan Program Petani Milenial,
mendorong Modernisasi Alsintan, Bibit, Pemberian Subsidi Pupuk,
Program Resi Gudang, Bantuan Alat Tangkap Nelayan, Jaminan Sosial
bagi Petani dan Nelayan, Jaminan Harga Jual Tinggi; Selain itu Berani
Makmur dapat mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan
berkelanjutan.

7. Berani Berkah, dengan program unggulan Sulteng Berjamaah, Sulteng
Mengaji; insentif bagi guru mengaji, marbot, pendeta/tokoh agama dan
pemangku adat serta penyetaraan status pesantren, madrasah dan
sekolah keagamaan; perbaikan sarana prasarana keagamaan dan
memperkuat peran FKUB dalam kehidupan beragama dan
bermasyarakat.

8. Berani Harmoni, dengan program unggulan Berani Wisata dengan Dinas
Pariwisata (berani wisata dan berani kreatif) Menetapkan 1 Kabupaten 1
desa Lokasi Prioritas Desa Wisata (DEWI) yang akan dikembangkan
secara kolaborasi antar Perangkat Daerah dan saat ini telah terdapat Desa

Wisata: Desa Malangga Kabupaten Tolitoli; - Desa Towale Kabupaten
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Donggala; Desa Luk Panenteng Kabupaten Banggai Kepulauan; Desa
Labuan Kabupaten Tojo Una Una. Berani Ekonomi Kreatif melalui
Sulteng Creative Center (SCC); melakukan inkubasi UMKM dengan fokus
peningkatan ekonomi masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan
aktifitas ekonomi kreatif. Pembentukan Sulteng Creative Center dengan
menyusun Peraturan Gubernur tentang komite ekonomi kreatif Sulawesi
Tengah serta penyusunan roadmap SCC (bencmaking, penyediaan
infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan
dengan pemanfaatan asset Provinsi (diusulkan Gedung JCC, asset dinas
Pariwisata atau Gedung Wanita, asset biro umum). Berani pariwisata
partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat
bomba, dan potensi adat dan budaya Sulteng melalui penyelenggaraan
even-even Community-Based Tourism, mendorong pergerakan ekonomi
melalui event/atraksi: mendorong one company one event; one cabor one
event; one community one event. Berani 20.000 Wirausaha Baru
menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama
generasi muda. Berani Carier center melaksanakan bimbingan jabatan,
Naker to campuss, Naker to school SMA dan SMK. Berani Berbudaya;
Berani menanamkan nilai -nilai kearifan lokal dalam Pemerintahan
antara lain terdapat satu hari menggunakan Bahasa daerah; Berani
menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan
masyarakat. Berani Lestari: Berani menjaga dan melesetarikan nilai-nilai
kearifan lokal;, Dalam mejaga kelestrarian kebudyaan dan ekonomi kreatif
Berani Produktif dan Berekspresi: Berani mengembangkan dan
memanfaatkan obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya Bernilai
ekonomi; Berani Bumdes Sukses memfasilitasi Bumdes berbadan
hukum melaksanakan pelatihan, penguatan bumdes, mengikutkan
bumdes dalam setiap event; melakukan revitalisasi kelembagaan
Bumdes/Bumdes Berasama; peningkatan kualitas management atau
penguatan organisasi Bumdes atau Bumdes Bersama; penguatan

pengelolaan usaha Bumdes/Bumdes Bersama dan Unit usaha
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Bumdes/Bumdes. Berani berinvestasi mempermudah proses investasi
dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital, memberikan
kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi
investor; meningkatkan promosi - memberikan insentif kepada pelaku
usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru; membuat
kajian investasi hijau dan invesasi biru; Berani bermitra dalam rangka
mendukung UMKM untuk naik kelas. Selain itu juga dukungan
pelaksanaan Koperasi Merah Putih.

9. Berani Berintegritas, dengan program unggulan Tim Gaspoll (Gerakan
Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) — Call Center, Siaga
Laporan - Command Center, Sistem Administrasi Layanan Publik
Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan Peningkatan Kualitas Penerapan
SPBE, Budaya Kerja Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif
(Berani), Co Working Space (CWS) bagi ASN, Bantuan Keuangan bagi

Pemerintah Desa.

Dalam upaya mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut
diatas, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Misi Gubernur
dan Wakil Gubernur nomor 2 (dua) yaitu “Mewujudkan masyarakat bahagia
dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan
daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan”.

Dalam mencapai Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang
berkenaan dengan DPMPTSP tersebut, maka dapat diidentifikasi
permasalahan pelayanan dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan
pendorong pelayanan sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.2 sebagai
berikut:
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Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan DPMPTSP Provinsi ‘Sulawesi Tengah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju,

Sejahtera dan Berkelanjutan”

No | Misi dan Program Permasalahan hi
Gubernur dan Pelayanan ROt Iang Mempesy
Wakil Gubernur Perangkat Daerah Pendoro
(Misi Terkait) Ponghambat "

1. | MISI 2: 1. Kompetensi 1. Kurangnya Banyaknya jumlah aparatur yang
Mewujudkan sumber daya dukungan anggaran mempunyai tingkat pendidikan S1-S2
masyarakat aparatur untuk melakukan yang dapat ditingkatkan
bahagia dan DPMPTSP belum Bimtek kompetensinya melalui
produktif seluruhnya pengembangn SDM bimtek/pelatihan guna optimalisasi

memadai 2. Kurangnya pelayanan
melalui 2. Sarana kemampuan Peningkatan keahlian aparatur
peningkatan prasarana kekuatan jaringan dengan perpindahan ke jabatan
ekonomi pendukung internet dalam fungsional baik dari jalur inpassing
berbasis potensi pelayanan belum mendukung maupun prosedur Uji Kompetensi
unggulan daerah optimal operasional dan Kerjasama dengan Dinas Komunikasi,
dan 3. Infrastruktur pelayanan Persandian dan Informatika dalam hal
pemberdayaan wilayah  belum |3. Dukungan pemenuhan  kebutuhan jaringan
ekonomi memadai anggaran dari pusat untuk efektivitas pelayanan
(transportasi dan yang dialokasikan Komitmen Kementerian
kerakyatan yang energi) dalam upaya Investasi/BKPM dalam optimalisasi
berkeadilan 4. Potensi dan mendorong peran DPMPTSP sebagai ujung tombak
PROGRAM: Peluang Investasi investasi di penciptaan iklim penanaman modal
1. Pengembangan di Sulteng belum Sulawesi Tengah yang berdaya saing
Iklim Penanaman siap untuk (4. Belum semua Adanya komitmen Pusat yang
Modal; ditawarkan / kab /kota mendorong berkembangnya
2. Promosi dipromosikan mempunyai penanaman modal berbasis
Penanaman 5. Peraturan daerah dokumen kajian keunggulan daerah dalam rangka
Modal; yang mengatur terhadap potensi perluasan kesempatan kerja
3. Pengendalian rencana  detail daerahnya khususnya mendukung
Pelaksanaan tata ruang |5. Dokumen induk pengembangan  ekonomi  daerah
Penanaman kabupaten /kota percepatan melalui investasi agribisnis dan
Modal belum pembangunan kelautan dengan bertumpu pada
4. Pengelolaan Data seluruhnya belum sepenuhnya sumberdaya manusia yang berdaya
dan Sistem tersedia sehingga menyelesaikan saing
Informasi peruntukan berbagai faktor Adanya perhatian pemerintah pusat
Penanaman lahan di penyumbat dan pemerintah Provinsi Sulawesi
Modal; sejumlah wilayah (debottlenecking) Tengah untuk mendorong percepatan
5. Pelayanan menjadi tumpang yang telah di ketersediaan infrastruktur dalam arti
Penanaman tindih dan identifikasi bagi luas melalui peningkatan efektivitas
Modal mempengaruhi pengembangan pelaksanaan kemitraan pemerintah
6. Penunjang investasi di investasi di Provinsi dan dunia usaha dalam rangka
Ureusan daerah Sulawesi Tengah meningkatkan daya tarik penanaman
Pemerintahan 6. Regulasi yang |6. Stigma sebagian modal
Daerah. belum  sinkron wilayah Provinsi Pemerintah Pusat melalui
antara Sulawesi Tengah BKPM/Kementerian Investasi RI
pemerintah sebagai daerah memprioritaskan peningkatan
pusat dan daerah konflik dan menjadi efektifivitas pelaksanaan kebijakan
serta antar sektor daerah langganan penanaman modal melalui
mengakibatkan gempa bumi harmonisasi dan simplifikasi berbagai
pelayanan menjadi faktor perangkat peraturan baik di pusat
terhadap investor penghambat bagi maupun di daerah. Hal ini juga
belum optimal tumbuhnya menjadi komitmen DPMPTSP provinsi
7. Belum investasi di wilayah Sulawesi Tengah untuk melakukan
seluruhnya provinsi Sulwesi harmonisasi peraturan daerah di
SP/SOP  dilegal Tengah tingkat Kabupaten /Kota
formalkan oleh [7. Masih tumpang Makin berkembangnya sektor usaha
Kabupaten/Kota tindihnya swasta  dibidang jasa dan
8. Belum kebijakan /aturan di infrastruktur, serta industri yang
tersedianya tingkat pusat, mendukung keinginan calon investor
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mapping provinsi dan untuk menginvestasikan modalnya di
terintegrasi yang Kabupaten/ Kota wilayah Sulawesi Tengah

baku antar OPD sehingga 9. Adanya perhatian Pemerintah Pusat

Teknis. membingungkan melalui kementerian terkait dan BKPM

. investor untuk RI/Kementerian Investasi bersama

merealisasikan Izin pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Kegiatan Usaha dan pemerintah Kota Palu

Penanaman Modal berkomitmen untuk mewujudkan

8. Belum semua NSPK Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota

dari K/L yang Palu, Kawasan Industri (KI) Morowali

berkaitan dan dan Morowali Utara sebagai pintu

saling melengkapi masuk pengembangan ekonomi

diterbitkan Provinsi Sulawesi Tengah agar

bergerak lebih cepat dari daerah lain
terutama untuk menopang Ibu Kota
Nusantara, melalui program
pengembangan penanaman modal di
KEK dan KI dan pembentukan
perangkat, kebijakan dan strategi
pengembangan KEK dan KI

10. Adanya UU No. 6/2023 sebagai
perubahan atas UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja, yang kemudian
ditindak lanjuti dengan terbitnya PP
No. 28/2025 yang mengatur tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko, yang diharapkan
dapat menciptakan iklim investasi di
Indonesia semakin kondusif dan
pertumbuhan ekonomi dapat semakin
pesat.

2.2.3 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI Tahun 2025-
2029

Berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan keselarasan tujuan pembangunan
maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025 - 2029 yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas
untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam upaya mewujudkaﬁ visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi
sebagai berikut:
“Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi
Ekonomi Domestik dan Global”

56



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan
dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka
tujuan BKPM Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas
termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan sasaran
strategis yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1) Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah,

Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata;

2) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang
Prima.

Salah satu isu penting saat ini dalam memfasilitasi kemudahan
berinvestasi adalah penerapan Online Single Submission (0OSS) dalam
pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, hal ini
merupakan bentuk penyederhanaan perizinan usaha yang sejalan dengan
kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penerapan OSS ini
dilakukan secara simultan antara BKPM dan DPMPTSP di daerah.

Sebagai sistem yang masih terus dikembangkan, penerapan OSS masih
menyisakan beberapa kendala implementasi di daerah. Ketersediaan sarana
dan prasarana, dalam hal ini jaringan yang memadai serta Sumber Daya
Manusia yang mampu mengoperasikan masih menjadi masalah utama yang
perlu di benahi sesegera mungkin antara BKPM dan Pemerintah Daerah
dalam hal ini DPMPTSP.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis )

Sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi
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tentang, maka RTRWP adalah merupakan pedoman untuk penyusunan
rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah provinsi; pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah
provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang
untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tengah

dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan
yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi
daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antar
kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten /kota yang rentan terhadap
bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan
potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan
kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam
memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya
pembangunan provinsi mutlak ditingkatkan melalui perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar
seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna.
Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut
adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala
bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWP.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun
2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2023-2042, telah merumuskan arah pengembangan pembangunan dari tata
ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan
pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi
dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola

pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang Provinsi sesuai pasal 4 adalah untuk

mewujudkan pembangunan Wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian,
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sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri, pertahanan keamanan

serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan

lingkungan berbasis Mitigasi Bencana. Arah Kebijakan penataan ruang

wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mewujudkan tujuan

penataan ruang wilayah terdiri atas:

a.

o

peningkatan sumber daya lahan pertanian dengan peningkatan
infrastruktur Mitigasi Bencana;

Peningkatan sumber daya perikanan dan kelautan dengan
memperhatikan fungsi lindung dan Mitigasi Bencana;

Pengembangan potensi pariwisata dengan memperhatikan
keseimbangan lingkungan dan Mitigasi Bencana;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian,
kelautan, dan pariwisata dengan peningkatan kesiapsiagaan terhadap
bencana;

Peningkatan aksesibilitas pemasaran dan pengolahan hasil produksi
pertanian, kelautan, pertambangan melalui perindustrian yang
berkualitas dan aman dari risiko bencana;

Peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah dengan
pengutamaan prinsip Mitigasi Bencana;

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
Pemantapan Kawasan Lindung sebagai zona penyangga dan menjaga
keseimbangan lingkungan dan Mitigasi Bencana;

Perlindungan ekologi, yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan
kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan
potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
Pembangunan ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan potensi sumber
daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan;

Pembangunan sosial budaya, yaitu membuat suatu panduan bagi semua
pemangku kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan

sumber daya pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan; dan
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l. Penataan kelembagaan, yaitu tersusunnya rencana pengelolaan dan
pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara

terpadu dan berkelanjutan.

Penentuan arah kebijakan RTRW Provinsi Sulawesi tengah tersebut adalah
merupakan lampu hijau bagi sektor penanaman modal, karena desain dan
strategi pemanfaatan ruang yang baik adalah hal yang penting dalam
menentukan perencanaan penanaman modal disuatu daerah adalah dengan
menetapkan RTRW.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan urusan
pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

Terkait dengan KLHS, sebagai turunan dari UU No. 32 tahun 2009,
Pemerintah menyusun PP Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada Pasal 17 ayat 1 PP
No. 46 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pembuatan KLHS pada
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh
menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka
melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD sebagai pedoman bagi daerah
dalam membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD.

Isu pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi prioritas. Isu
pembangunan berkelanjutan prioritas merupakan isu yang menjadi akar
permasalahan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil telaahan
merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Perumusan isu pembangunan
berkelanjutan prioritas ditelaah dengan cara menggunakan kriteria penilaian
paling sedikit memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
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hidup untuk pembangunan, perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup,
kinerja layanan atau jasa ekosistem, intensitas dan cakupan wilayah bencana
alam, status mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim, tingkat status jumlah penduduk miskin dan risiko kesehatan
dan keselamatan masyarakat serta ancaman terhadap kawasan tertentu.lam
pelaksanaannya prinsip-prinsip KLHS diantaranya: sesuai kebutuhan (fit-for-
the purpose), berorientasi pada tujuan (objectives-led), didorong motif
keberlanjutan (sustainability-driven), komprehensif (comprehensive-scope),
relevan dengan pembuatan keputusan (decision relevant), terpadu
(integrated), transparan (transparent), partisipatif (participative), akuntabel
(accountable), efektif biaya (cost-effectiveness), iteratif (iterative) dan menilai

diri sendiri (self-assessment)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diintegrasikan dalam penyusunan
dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dengan harapan dapat
memperkuat proses membangun kesepakatan, khususnya tentang hal-hal

yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.

e Faktor Penghambat
Dari hasil kajian lingkungan strategis ditemukan faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP ditinjau dari
implikasi berbagai aspek, sebagai berikut;

1. Luasnya wilayah dan jangkauan pelayanan serta medan yang sulit
dimana ada 12 kabupaten dan 1 Kota khususnya wilayah kabupaten
yang wilayahnya kepulauan yang mempengaruhi efektifitas
koordinasi dan pelayanan dinas DPMPTSP provinsi dengan
kabupaten /kota.

2. Kapasitas sumberdaya aparatur Penanaman Modal dibidang
investasi dan pelayanan perizinan masih minim, sehingga masih
perlu ditingkatkan profesionalisme aparat yang nantinya mampu

mengantisipasi dinamika perkembangan dunia usaha yang sangat
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cepat dan berubahan aturan bidang penanaman modal dan
pelayanan  perizinan melalui diklat dan magang yang
berkesinambungan.

Ketersedian data peluang investasi daerah didalam mendorong
penanaman modal di daerah meﬁjadi masalah karena data yang
tersedia terbatas dan data potensi yang kurang akurat.

Promosi potensi daerah yang belum optimal.

Persebaran Penanaman Modal belum maksimal, dan masih di
dominasi daerah tertentu.

Regulasi sering berubah-ubah dari pusat yang menjadikan investasi
tidak maksimal.

Alokasi Dana dalam menunjang program/kegiatan DPMPTSP yang
terbatas dibanding dengan target investasi yang diinginkan dalam
RPJMD.

Koordinasi antar OPD dan antar pemda provinsi dan
kabupaten/Kota didalam pengelolaan Investasi belum otimal.

Peran stackholder yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal sepenuhnya belum optimal.

Belum jelasnya ketersediaan lahan dalam rangka kegiatan investasi
di daerah Kabupaten/Kota, karena belum adanya RDTR yang baik.
Belum sepenuhnya tersedia sarana dan prasarana infrastruktur di
daerah untuk mendukung kegiatan investasi seperti ketersediaan
Energi listrik untuk kebutuhan skala industri, transportasi lintas
kabupaten yang belum memadai seperti jalan darat, laut dan udara.
Masih seringnya terjadi gangguan dari masyarakat yang ada
dilingkungan perusahaan.

e Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan situasi dan faktor-faktor luar bersifat

positif yang membantu DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah:

1.

Adanya komitmen pimpinan daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur)

Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengedepankan peran institusi
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai
ujung tombak penciptaan Investasi yang mendukung agribisnis dan
kelautan dengan bertumpu pada sumberdaya manusia yang berdaya
saing sebagai tittkk wutama yang menentukan keberhasilan
pembangunan di masa mendatang.

2. Makin berkembangnya usaha jasa dan infrastruktur yang mendukung
keinginan calon investor untuk menginvestasikan modalnya di
wilayah Sulawesi tengah.

3. Pemerintah daerah kabupaten/kota semakin gencar mempromosikan
potensi daerahnya masing-masing.

4. Adanya Aplikasi OSS dapat mempermudah akses pelayanan
perizinan.

5. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Provinsi Sulawesi Tengah.

Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;

7. Tersedianya potensi daerah yang belum dikembangkan khususnya
agribisnis dan kelautan;

8. Semakin meningkat minat masyarakat kota/kabupaten untuk
melakukan transaksi perdagangan regional maupun eksport
komoditi unggulan daerah.

9. Pangsa pasar untuk komoditi lokal yang semakin terbuka,;

10. Iklim investasi di daerah makin kondusif

2.2.5 Penetuan Isu-Isu Strategis

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari
meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah meliputi
peningkatan kapasitas SDM, serta adanya sarana dan prasarana yang
memadai. Namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang memerlukan

perbaikan dan peningkatan berkaitan dengan kondisi kekinian DPMPTSP
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Provinsi Sulawesi Tengah yang dipandang sebagai Isu Strategis yang dapat
mendukung pencapaian visi dan misi, antara lain:

1) Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur penanaman modal dan
pelayanan perizinan, serta optimalisasi ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;

2) Perbaikan iklim investasi yang kondusif;

3) Peningkatan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data
peluang investasi;

4) Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

5) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DPMPTSP

3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Setelah mempertimbangkan dan mencermati kondisi, masalah dan isu
pokok serta kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang akan
dihadapi, dilandasi dengan cita-cita yang dikaitkan dengan tugas pokok dan
fungsi yang di emban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah serta memperhatikan Visi Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: “Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah
Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera
dan Berkelanjutan”, maka dalam prospektif jangka panjang, Pembangunan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Tengah

mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah.

A. Tujuan Jangka Menengah DPMPTSP

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
daerah yang dihadapi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.

B. Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas.
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Tujuan, sasaran dan indikator kinerja DPMPTSP diuraikan pada tabel |
di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah

D T R B e R
Meningkatnya |Meningkatnya |Jumlah investor | Proyek 2730 2750 2770 2790 2810 2830 2850
Nilai Investasi |Nilai Investasi |berskala nasional
Daerah yang (PMDN/PMA)
Berkualitas Jumlah nilai Rp Juta 139.900,000 | 140.000.000| 140.100.000| 140.200.000| 140.300.000| 140.400.000| 140.500.000
linvestasi
berskala
nasional(PMON/
Kenaikan/Penuru| Milyar 4,590 4.600 4610 4.620 4630 4.640 4.650
nan Nilai Rupiah
Realisasi PMDN
Rasio Daya Serap | Orang/ 50 51 52 53 54 55 56
Tenaga Kerja Perusaha
(Orang/ &n

Untuk melihat keterkaitan antara visi-misi kepala daerah, dengan
tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka secara hirarki dapat disajikan
dalam Kerangka Keterkaitan dan Cascading Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Gambarl 3.1
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tlavees]
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Gambar 3.2
Cascading Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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MENINGKATNYA PERUSAHAAN PMDN DAN PMA YANG MENYAMPAIKAN LKPM

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN
HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU
USAHA DALAM MEREALISASIKAN
KEGIATAN USAHANYA

BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU

PENGAWA SAN PENANAMAN MODAL USAHA

JUMLAM KEGIATAN USAHA GARI PELAKU
USAHA YANG TELAH DIANALISA DAN
DIVERITFIKASI DATA, PROFIL DAN INFORMASI
KEGIATAN USAHA DARI PELAKU DILAKUKAN
INSPEKS] LAPANGAN ; SERTA DILAKUKAN
EVALUASI PENILAIAN KEPATUHAN
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

JUMLAH PELAKU USAHA YANG MENGIKUTI
BIMBINGAN TEKMIS! SOSIALISASI
IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN PENGAWASAN
PERI/INAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

YANG DIHADAP] PELAKU USAHA
DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN
USAHANYA

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

ANALIS KEBLJAKAN AHL| PERTAMA
PENATA LAYANAN OPERASIONAL

PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

OUTCOME

PROGRAM
(KEPALA BIDANG)

INDIKATOR
PROGRAM

KEGIATAN
(PEHATA PERIZINAN AU
MADYA/MUDA)

OUTPUT
KEGIATAN

SUB KEGIATAN
(PENATA PERIZINAN
AHL MUDA]

INDIKATOR
SUB KEGIATAN

KINERIA
OPERASIONAL

MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH [ZIN SESUAI KETENTUAN

PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENJADI
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI

MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

KOCRDINASI DAN SINKRONISAS!I PENETAPAN PEMBERIAN
FASILITAS/INSENTIF DAERAH

JUMLAH KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISAS!
PENENTAPAN PEMBERIAN FASILITASINSENTIF YANG MENJADI
KEWENANGAN PROVINS!

TERSEDIANYA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERINTEGRAS| SECARA ELEKTRONIK

PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
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T
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
OUTCOME MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
PROGRAM
(KEPALA BIDANG) PELAYANAN PENANAMAN MODAL
INDIKATOR
PROGRAM PERSENTASE HASIL TINDAK LANJUT PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEGIATAN
{PENATA PERIZINAN AHU PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
MADYANUDA)
KEGI AT':L MENINGKATNYA LAYANAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
SUB KEGIATAN PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI
(PENATA PERIZINAN BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
AHLI MUDA)
i . y Sy ] JUMLAH PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH LAYANAN
INDIKATOR e ﬁ‘}‘:ﬁ:ﬁ;ﬁ:ﬂmﬁﬁ;ﬁg&:‘g&ﬁﬂ; KONSULTAS! PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM
SUB KEGIATAN - Y : PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRAS!
BERUSAHA EERS&S!SRIS“(O LINTAS DAERAH SECARA ELEKTRONIK
KINERIA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
OPERASIONAL PENCADMINISTRASI PERKANTORAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL

=
SUB BAGIAN PROGRAM

OUTCOME MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM
(SENETARSS | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
INDIKATOR
PROGRAM INDEKS RB PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN
{KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM)]
OUTPUT ' ? .
KEGIATAN MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGUKURAN, EVALUASI & PELAPORAN KINERJA
KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN FENYELENGGARAAN
SUB KEGIATAN DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN EVALUASI KINERJA PENGUMPULAN DATA WALIATS.
[KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN KINERJA DAN PERANGKAT DAERAH | STATISTIK SEKTORAL - PENDUKUNG
PROGRAM) PERANGKAT DAERAH IKHTISAR REALISASI DAERAH ’m“sg‘:E;i"fo”“"
KINERJA SKPD
oty JUMLAH DOKUMEN
JUMLAH DOKUMEN JUMLAH LAPORAN SEKTORAL DAERAH et e E, |m !
INDIKATOR PERENCANAAN EVALUASI KINERJA YANG TELAH WALIDATA
SUB KEGIATAN PERANGKAT PERANGKAT DIKUMPULKAN DAN BENDUKUNG
DAERAH DAERAH DIPERIKSA LINGKUP STATISTIK
1M T 57 AL ISA 5 IOTERLIA PERANGHAT SEKTORAL DAERA
o DAERAH RAL H
KINERIA
i ) PERENCANA AHLI PERTAMA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
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e S ——
SUB EAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
DUTCOME MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM
s i ) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
INDIKATOR
PROGRAM INDEKS RB PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA
(KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH X
erommicndimpnd PERANGKAT DAERAH
OUTPUT MENTRGKATHYA HUALITAS ADMINISTRAS KEUANGAN PERANGEKAT DAERAH DALAM MENINGKATRYA KUALITAS TATA KELOLA BARA
KEGIATAN FENYELESAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKARN (TLHP) PERANGKAT DAERAH
»  PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBLH1HS 4
SUB KEGIATAN SKPD (JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK D
. SKPD)
DAN INDIKATOR SILIASIDAN BENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK
[KEPALA SUB BAGIAN ¢
KEUANGAN DAN
ASSET)
KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
OPERASIONAL PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
OUTCOME MENINGKATNYA IN FORMA S| BIROKRASI
PROGRAM
NP P
A ) PROGRAM PEN ANG AN PEMERIN TAHAN DAERAH PROVINSI
INDIKATOR
e " INDEKS RB PERANGKAT DAERAH
PENGADAAN BARANG PENYEDIAAN JASA PEMEL (HARAAN
Kfﬁall:m :'S:E'g':‘mf;; ADMINISTRA St UMUM MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN BARANG MILIK DAERAH
DCEPALASUN SAGIAN ¢ PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN
KEUANGAN DAN ASSET] PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
MENINGKATNYA TATA )
OUTPUT KELOUA PENGADAAN SIMEIEIATNYA
BRI BARAHGUASA PEMELIHARAAN HARANG
PERANGKAT DAERAH WIK DAERAR
"o PENYEDGAAN PERALATAN T PERYEDVARN JAZA
LA PERL ERGRAPAN PEMET JHARAAN, SINYA
(=] FEMELBUALAAN [N
PENYEIRAAN KUAS0NE N PASAR KEMDARAAN
METALAS FERDFANCAN [INA S ATAL
Li¥ st MAY
SUB KEGIATAN SMTEDLARN BARAMG ,.,-_:?:m
(KEPALA SUB BAGIAN ,‘f"""" o PEHALATAN DAN MESIM
KEUANGAN DAN
m FORSILTAN 25PN
- DURDWCAK PELAK LAMAAN
MNTEM PEMERNTAHAN
NEHGA RS FLEWTRONS
P(Ml:l'.l-‘m AT i ESHIL TN WANTOH ATAL DANGUNAMN
ERNAME 3 PADA 2XPD BANGUNAN LAINNYA LASNNYA
KINERIA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA
OPERASIONAL PENGADMINISTRA S| PERKANTORAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL ARSIPARIS AHLI PERTAMA
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3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP
A, Strategi DPMPTSP

Strategi pembangunan ekonomi khususnya di bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah

terselenggaranya peningkatan investasi daerah terfokus pada pemberian

kemudahan dalam berinvestasi bagi para investor, hal ini tentunya didukung

dengan upaya daerah untuk:

1)

2)
3)

4)
S)

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi
ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
Menciptakan iklim investasi yang kondusif;

Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data
peluang investasi;

Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
penanaman modal.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam

rangka Investasi dan mendukung strategi tersebut adalah :

a.

Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dibidang penanaman
modal dan pelayanan perizinan melalui bimtek/pelatihan/workshop;
Mengopltimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang
terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya mobiler, wifi dan
lainnya;

Menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui penyusunan
kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal,
serta melakukan Sosialisasi kepada Tokoh Agama, Tokoh Organisasi/
Pemerintah Daerah, Kalangan Dunia Usaha dan Masyarakat pada
umumnya tentang fasilitas kemudahan insentif dan arti pentingnya
investasi;

Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi di daerah melalui
pameran dalam negeri dan luar negeri, serta melakukan promosi

investasi yang inovatif melalui media cetak, elektronik dan online;
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Meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi penanaman modal
tingkat regional, nasional dan internasional, serta kalangan dunia usaha
dalam rangka peningkatan pengelolaan investasi dan pelayanan;
Menyusun profil proyek investasi yang diarahkan pada sektor komoditi
unggulan daerah;

Melaksanakan pendataan potensi dan peluang investasi daerah;
Menyusun buku potensi investasi, peta investasi berbasis GIS, panduan
investasi, direktori mitra usaha potensial, leaflet, brosur dan CD;
Memfasilitasi kalangan dunia usaha untuk penyelesaian permasalahan
yang terkait dengan investasi;

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui
pematauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan
PMDN/PMA di kabupaten/kota;

Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, melalui optimalisasi pelayanan

perizinan dan non perizinan berbasis IT dengan system Online Single
Submission (OSS).

B. Arah Kebijakan DPMPTSP

Arah kebijakan pembangunan ekonomi khususnya di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

1.
2,

Mengembangkan dan meningkatkan SDM aparatur pemerintah daerah;
Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan
urusan penanaman modal, utamanya meubeler, wifi dan lainnya;
Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah
melalui penerbitan regulasi dan penyusunan Kkajian kawasan investasi
baru; _

Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui

website;

5. Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi;

Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN
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7. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT

yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP periode 2025-2029, disajikan dalam
tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Vin_i i ammmmmwm_mdm Industri nmummnmmm
Misi II Mewruudkan masymkatbahama danpmduktif memﬂi eni
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebﬂakan
Meningkatnya Nilai Meningkatnya |- Meningkatkan Kualitas - Mengembangkan dan
Investasi Daerah Nilai Investasi Sumber Daya Aparatur Meningkatkan SDM
vang dan Optimalisasi Aparatur Pemerintah
Berkualitas Ketersediaan Sarana dan Daerah

Prasarana Pendukung
Penyelenggaraan
Pelayanan

- Menciptakan Iklim

Investasi yang Kondusif

- Meningkatkan Promosi

Potensi Daerah yang
Didukung Ketersediaan
Data Peluang Investasi

- Optimalisasi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman
Modal

- Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan

Menyediakan Sarana dan
Prasarana Pendukung
yang Terkait Urusan
Operasional Pelayanan
Penanaman Modal dan
Perizinan

Menciptakan Iklim
Investasi Kondusif yang
Berkelanjutan di Daerah

Mengembangkan Kegiatan
Promosi dan Layanan
Promaosi Digital

Menyiapkan Data Potensi
Unggulan Daerah untuk
Peluang Investasi

Meningkatkan Kepatuhan
Pelaku Usaha dengan
Penyelenggaraan
Bimbingkan Teknis LKPM
Secara Berkesinambungan
Akselerasi Peningkatan
Jumlah Realisasi Investasi
PMA dan PMDN

Peningkatan Kulitas
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Berbasis IT
yang Berorientasi pada
Kepuasan Pelanggan
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Strategi pembangunan daerah menempaﬁ posisi strategis sebagai
penghubung antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan strategi serta
program kerja perangkat daerah. Strategi merupakan rencana tindakan yang
komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan
diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan,
lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan
dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Perangkat daerah. Strategi disusun
dengan menyelaraskannya dengan strategi pencapaian sasaran. Penahapan
pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Pentahapan
Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini:
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ol 2025-2029
Tabel 3.3
Pentahapan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
TAHAP | TAHAP I TAHAP IIT TAHAP IV TAHAP V

Tujuan : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Sasaran : Meningkatnya Nilai

Investasi yang Berkualitas

Pemetaan potensi investasi
daerah dan kawasan strategis

Pengembangan profil investasi

daerah digital

Penyelenggaraan forum
investasi regional dan promosi
peluang investasi strategis

Kemitraan aktif antara pemda
dengan investor dan diaspora
daerah

Replikasi platform digital
promosi investasi ke seluruh
kabupaten/kota

Penyusunan regulasi insentif
investasi daerah berbasis
potensi unggulan

Penyusunan Peta Potensi
Investasi Provinsi dan
Penyusunan Investment Project
Ready to Offer (IPRO)

Penataan kelembagaan
perizinan dan kemudahan
berusaha (OSS daerah)

Digitalisasi proses perizinan
terpadu untuk investor

Evaluasi dan penguatan
sistem iklim investasi daerah
berbasis performa
kabupaten/kota

Penguatan kapasitas aparatur
dalam pelayanan perizinan
dan investasi

Penguatan kapasitas aparatur
dalam pelayanan perizinan
dan investasi

Penguatan kapasitas aparatur
dalam pelayanan perizinan
dan investasi

Penguatan kapasitas aparatur
dalam pelayanan perizinan
dan investasi

Penguatan kapasitas aparatur
dalam pelayanan perizinan
dan investasi

Pelaksanaan Bimbingan
Teknis/Sosialisasi
Implementasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan

Pelaksanaan Bimbingan
Teknis/Sosialisasi
Implementasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan

Pelaksanaan Bimbingan
Teknis/Sosialisasi
Implementasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan

Pelaksanaan Bimbingan
Teknis/Sosialisasi
Implementasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan

Pelaksanaan Bimbingan
Teknis/Sosialisasi
Implementasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Berusaha Berbasis Risiko Berusaha Berbasis Risiko Berusaha Berbasis Risiko Berusaha Berbasis Risiko
Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan
Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan

Pengembangan Sarana dan
Prasarana Penunjang Layanan
Penanaman Modal dan
Perizinan

Pengembangan Sarana dan
Prasarana Penunjang Layanan
Penanaman Modal dan
Perizinan

Pengembangan Sarana dan
Prasarana Penunjang Lavanan
Penanaman Modal dan
Perizinan

Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan langkah-langkah terstruktur yang berisi Program
dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat
setiap perangkat daerah, guna mencapai hasil yang diinginkan melalui

alokasi sumber daya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun terdiri dari
kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan
fungsi yang di emban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan:
* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

e Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

¢ Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

e Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
¢ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
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f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah -
Sub Kegiatan:
e Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
e Pengadaan Mebel
e Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
e Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
e Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
e Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan: B
e Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal
¢ Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
e Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya
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Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
Sub Kegiatan:
e Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
e Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR
(Potensi Investasi Regional)
e Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
3. Program Promosi Penanaman Modal
a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan:
e Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan
Provinsi
e Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan
Provinsi
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
a. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
e Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
e Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
b. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan:
*» Penyediaan Pelayanan P;erizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
e Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
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5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan:
e Pengawasan Penanaman Modal
* Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
e Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
a. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Provinsi
Sub Kegiatan:
e Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik.

Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 sedangkan kerangka
pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

81



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

Tabel 4.1
Rumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN KET
1 y; 3 3 = = 3
Meningkatnya Nilai Nilai Investasi Daerah
Investasi Daerah
Meningkatnya Nilai Nilai Investasi
Investasi yang
Berkualitas
Meningkatnya | INDEKS RB PERANGKAT PROGRAM PENUNJANG .
Indeks Reformasi DAERAH |URUSAN PEMERINTAHAN
Birokrasi DAERAH PROVINSI
Meningkatnya : Perencanaan, Penganggaran,
kmlitas dan Evaluasi Kinerja
perencanaan, Per t Daerah
s anglka
evaluasi &
pelaporan kinerja

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (terdiri dari
RKA, RKA-P, DPA, DPA-P,
Renswa, RKPD, RKFD-P, Renja,
Perjanjian Kinerja, , Dokumen
Manajemen Resiko. dan Dokumen
Proses Bisnis PD).

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kmerja
dan Irhusar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi d an Penyusunan
Laporan Capaian Kmerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinenja
SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KET
Sz : S KEGIATAN

Jumlah Data Statistik Sektoral Pela}csanaan Pengumpulan
Daerah yang Telah Dikumpulkan |Data Statistik Sektoral Daerah
dan Diperikcsa Lingkup Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata
Penyelenggaraan Wakdata Pendulcung Statistilk Selctoral
Pendukung Statistik Seictoral Daerah
Daerah

Henl:gkatnya Administrasi Kenangan

Kualitas

PR g Perangiat Daerah

Keuangan

Perangkat Daerah

dalam

penyelesaian

Tindak Lanjut

Hasil Pemerikaan

(TLHP)

Jumlah Orang yang Menerima

Penyediaan Gaji dan

Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi
Penyediaan Admmnistrasi Pelaksanaan Tugas
Pelaksanaan Tugas ASN ASN

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian /Venfilasi
Kenangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi d an Penyusunan
Laporan Keunangan Akhir
Tahun SKFD

Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
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TUJUAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB| 0.
. ____ KEGIATAN

Jumlah Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan
Bulanan/ Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD  [Trivulanan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordmasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran

Meningkatnya Administrasi Barang Milik

Kualitas Tata Daerah pada

Kelola Barang Milik Perangiat Daerah

Daerah Pada i =

Perangkat Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan Penyusunan Perencanaan
Barang Milik Daerah SKPD Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan |Rekonsiliasi dan Penyusunan
Penyusunan Laporan Barang Laporan Barang Milik Daerah
Milik Daerah pada SKPD pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan |Penatausahaan Barang Milik
Barang Milik Daerah pada SKPD |Daerah pada SKPD

Meningkatnya Administrasi Kepegawaian

profesionalisme Perangkat Daerah

ASN Perangkat

Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan

Pengad aan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kdengkapannya

Jumlah Dokumen Pendataan dan

Pendataan dan Pengolahan

Pengolahan Administrasi Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidilkan dan Pelatihan

Tugas dan Fungsi yang Mengitun
Pendudikan dan Pelatthan

Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
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' | = PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT  INDIKATOR | ‘f'u{au o LoURy
Jumlah Pegawai vang mengicut Bimb ingan Telcnis
Pembinaan Implementasi Implementasi Peraturan
Peraturan Perundang-Undangan |Perund ang-Undangan
Jumlah Dokumen Monitoring, Monitoning, Evaluasi, dan
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja  |Penilaian Kinerja Pegawai
Pegawai
Meningkatnya Administrasi Umum
pelaksanaan Perangkat Daerah
pembangunan Zona
Integritas (ZI)
Jumlah Paket Komponen Instalasi | Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi
Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor
Dasediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan yang dan Penggandaan
Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan |Penyelenggaraan Rapat
Rapat Koordinasi dan Konsultass |Koordinasidan
SKPD Konsultasi SKPD
Meningkatnya
Kematangan SPBE
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Dukungan Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Pemerintahan Berbasis Elektronik |E Jekctronik pada SKPD
pada SKPD (dokumen arsitektur
SPBE dan Roadmap Penerapan
SPBE)
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PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB|

TUJUAN SASARAN ou'rm"r INDIKATOR KEGIATAN KET
Meningkatnya .
pengawasan
kearsipan internal

Jumlah Dokumen Penatausahaan |Penatausahaan Arsip Dmamis
Arsip Dmamis pada SKPD pada SKPD
Meningkatnya Tata Pengadaan Barang Milik
Kelola Pengadaan Daerah Penunjang
Barang/Jasa Urusan Pemerintah Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Unit Kendaraan Pengad aan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatanyang |Kendaraan Dinas Jabatan
Disedsakan
Jumlah Paket Mebel yang Pengadaan Mebel
Disedi
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin |Pengad aan Peralatan dan
Lainnya yang Disediakan Mesin Lainnya
Jumlah laporan Sistem Pengad aan Sarana dan
Pengadaan Secara Elektronik Prasarana Gedung Kantor atau
yang dimanfaatkan Bangunan Lainnya
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang
Publik Perangkat Pemerintahan Daerah
Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

ou
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR B L Lt Tl
. KEGIATAN
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik
pmel:hafz..an Daerah Penunjang Urusan
m milik Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan Perorangan |Penyediaan Jasa
Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya
Jabatan yang Dipelihara dan Pemeliharaan dan Pajak
Dibayarkan Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan
Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Bangunan Lainnya yang Gedung Kantor dan Bangunan
Dipelihara/Direhabilitasi Lainnva
Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor atau Bangunan  |Sarana dan Prasarana Gedung
Lainnya yang Kantor atau Bangunan
Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya
Wﬁl’a Perse ntase Permintasn pemberian : PROGRAM PENGEMBANGAN
R [[ammsEin Metmchhan: pa iy e mxummumm:.
: dengan ke tentuan
Meningkatnya Penetapan Pemberian
w Insentif Fasilitas/Insentif dibidang
kemudahan
Penanaman Modal yang
Penanaman Modal =

Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi

Jumlah Peraturan
Daerah/Provins: Dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Penetapan Kebijakan Daerah
dalam Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR mocmzmmnru“ﬂ AR/
Jumiah Kesepakatan Kemitraan |Fasilitasi Kemitraan yang
antara Usaha Besar (PMA/PMDN) |dilakukan oleh Pemerintah
dengan UMKM didaerah Provinsi

Meningkatnya

Tatakelola

Deregulasi Bidang

Penanaman Modal
Jumlah Rekomendasi Kebjjakan |Rekomendasi Kebijakan Sektor
Sektor Usaha yang Regulasinya  |Usaha yang Regulasinya
Diharmonisasi Terkait Perizinan  |Diharmonisasi Terkait

' Berusaha Berbasis Resiko Perizinan Berusaha Berbasis
| Resiko

Persentase Dokumen
iy > e S
,thm_ an F m Investasi

Meningkatnya Pembuatan Peta Potensi

Kualitas Informasi Investasi Provinsi

Potensi Investasi
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) |Penyusunan Rencana Umum
Rencana Umum Penanaman Penanaman Modal Daerah
Modal Daerah Provinsi Provinsi
Jumlah daerah yang telah Pemutakhiran data potensi
dilaksanakan pemutakhiran data |investasi daerah pada Sistem
potensi investasi PIR (Potensi Investasi Regional)
Jumlah Dokumen Peta Potensi  [Penyusunan Peta Potensi
Investasi Provins Investasi Provinsi

Meningkatnya Persentase Peminat Investasi PROGRAH mom

Penanaman Modal




W O

PROVINSI SULAWES| TENGAH

7

i

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi
Pul_umt_lnveltaﬁ Penanaman Modal yang
dari Kegiatan Menjadi Kewenangan Daerah
Promosi Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan |Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal
Provinsi Kewenangan Provinsi
Jumlah Dokumen Strategi Penyusunan Strategi Promosi
Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Meningkatnya Persentase Pelaku Usaha yang |PROGRAM PELAYANAN
Perizinan Berusaha Memperoleh Izin Sesuai PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Penanaman Modal yang
Peh.y_anan Menurut Ketentuan
Perizinan B"ma Peraturan Perundangan-
dan Nonperizinan Undangan Menjadi

Kewenangan Daerah Provinsi

Tersedianya Pelayanan Perizinan
Berusaha melahu Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

Penyediaan Pelayanan
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegras:
secara Elektromk

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan
Pemberian Fasilitas/Insentif yvang
menjadi Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkvonisasi
Penetapan Pemberian
Fasilitas/ Insentif Daerah

e S Tindak Tangu
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR et Bl
: : : . KEGIATAN
Meningkatnya Penanaman Modal yang
layanan konsultasi Ruang Lingkupnya Lintas
penyelenggaraan Daerah Kabupaten/Kota
perizinan berusaha
dan nonperizinan
Jumlah Kegiatan Usaha yang Pemantauan, Analisis,
Mendapat Pemantauan, Analisis, |Evaluasi, dan Pelaporan di
Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang|Bidang Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Berbasis Berbasic Risiko
= . ;
Jumiah Pelalu usaha yang Penyediaan dan Pengelolaan
Memperoleh Layanan Konsultas: (Layanan Konsultasi Perizinan
Perizinan Berusaha melalui Berusaha Berbasis Risiko
Sistem Perianan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
S secara Elekteonil
Pelaksanaan Usaha PMA dan PMDN Terhadap | PELAKSANAAN PENANAMAN
Penama: : '_l fal Ket ntunmn_:n"lna'nw_ o :
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan
mn PMDN Penanaman Modal yang
- yang Menjadi Kewenangan Daerah
Menyampaikan 3 s
LKPM Provinsi
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pengawasan Penanaman

Pelalu Usaha yang Telah
Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan
Usaha dari Pelaku Dllakukan
Inspeks: Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi Penilaian
Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan

Berusaha

Mod al
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PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB

n o- ' = 2 S s =, - : -
TUJUA SASARAN _ UT COME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN KET
Jumilah Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan
Permasalahan dan Hambatan dan Hambatan yang dihadapi
yang dihadapi: Pelaku Usaha Pelaku Usaha dalam
dalam merealisasikan Kegiatan merealisasilcan Kegiatan
Usahanya Usahanya
Jumlah Pelaku Usaha yang Bimbingan Teknis kepada
Mengikuti Bmbingan Tekms/ Pelaku Usaha
Sosalisasi Implementasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Meningkatnya _ rl"enum Pemanfaatan Data |PROGRAM PENGELOLAAN
Pemanfaatan dan dan Informasi Penanaman DATA DAN SISTEM
Inb_ mmasi _ Modal |INFORMA ST PENANAMAN
Penanaman Modal MODAL
Meningkatnya Urusan Pengelolaan Data dan
Kualitas Data PMA Informasi Perizinan dan Non
dan PMDN

Perizinan Penanaman Modal
yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Penizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
vang Diclah, Dikaj dan
Dimanfaatican

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Penizinan
Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik
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Rencana Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME | KEGIATAN / Tt
SUBKEGIATAN OUTPUT
— __ion
‘a L=
218,01 - FROGRAM PE =
PROVINS! = =
SEOG MY e T e ) Pt 4 2025 19806 TTi0ME | 80, 14 687630927 | BOTS 155327
- e i , 3 26801 a1 16528064 053564 | 81 17654 535 386,74 | dan Pelayanan
| Pemurintathen pada Perangiat Dasvah | Peranghat Daerah (Nda) B > ot Yorpadts Sai Pinks
Provied Sutswon
Tengah
2/18.01.1.01 - Parencanaan, §
an. dan Evaluns Kanens | 325856 500 A10.B&T.755 48B3 037142 03 880 987 678 678 135
Pavanghal Daerah
Jumiah Lagoran Cagaan Kinerja
dan thivinae Reabyasl Kineda SKPD
Penguktiran. svakss: & peap 48 Layiotm st Nosslaal 3 3 124 886 500 3 410087 755 4 463 037 142 3 593482 047 3 EIBETA 1S
Penmyusunan Liporsn Capatan
lineria Honerin dan khtsn Renias
Hinerla SIPD (Lapcean)
Jurniat Dobusmen Hasl
Penysianggaraan Walidstas 0 1 1 1 " 1
Penduleung Statist Sektaral
Diaerah (Dokumen)
Jurriah Dats Statetsh Seatoral
Daerah yang Tetah Dikurmpaian
o i U eiop Psarilcit (/] n r 2 a 2
Daerah (Dats)
Jumniah Laporan Evalussi Kinerna 1 1 1 1 1 1
Peranghat Daerah (Laporan)
Jurméah Dokumen Perencanamn .
|- e Peranghut Daerah 9 8 8 8 8 o
Z.18.01.1.01 0001 - Peayusunan
Dokumen Perencanaan Perangust 147 518 500 250 B18 555 332 809 482 400 778 051 485 560 953
Danrah
Tersusuneya Dokumen Pesencanaan Jumniah Dokumen Pesencansan A ; ’
Per Dastad: Pocanykat Dastah (O 3 5 8 197 518 500 B 265 118 555 8 332 BOO AK2 a 400 778051 8 485 560 953
2 18.01.1.01.0008 - Koordinas dan
Pemypusunan Lapcran Capaian Knsra 48 540 000 " 4B918 500 SR4t4425 55,550 200 583372484
dan lkhtisar Rassan Kinegs SKPD
. Jurriat Laporan Capaian Kinefjs
Tersedianya Loporan Capalan Ko dan IhEsar Read ”m[;‘s;m
dan lkhtisy Reaksss Kmega SKPD dan dan an Hasil Koordasl
Lapoean Hasil Kocednau Peryusunan 3 3 48 540 000 3 40 918 500 3 52414425 3 55 559200 3 S82ar 254
Laporsn Capaan Minedqs aan lktsar Peayoaunan Laparis Capaisn
R Kinetia din Ihiaar Reatsas:
Realisas Knerjs SEPD Kinetja SKPD (Laporan)
2.13.01.1 01.0007 - Evaluasi Kinetja ¥
™ gt Dt 30 B88 000 51.250.700 S B132358 61 885846 B4 9r9 o928
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jurrdah Laporan Evakuas: Kiwtja 1 1 1 1 5 x 1 ’
Peci Dastah Perangkat Daerah { i 39 580 000 51.250.700 1 53813235 1 6185 646 B4 970 938
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM | BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKA
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 m' KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
)y E i R — ———— "3 _—.'_ FP
Y TES 3 2 o S e T | ~710) B e W 03 iz T
2.18.01.1.01.0008 - Pelshsanaan
Data Statisth Sehtorsl 25,000,000 35 260000 40,000,000
Daerah =
Jurriah Dats Statistk Sekdoral
eommpeim o in S gL i ':;‘:;?;:"“""" 0 2 egrzson | 27 oo0000 | 27 oo | 27 wxoopo| 27 40600000
Db (Data)
2801 1.01.0010 - Penyelenggaraan
Wilictata Pendubing Std st Sebdorsl 18.837 500 5000 000 25.000.000 40 000000 30000 000
Dty
Jurriah Dobusreen Haul
Torrctengga anya Wallala Pendh Penyenogg Woairdata
et omptirue et 1200, uw“"‘m . 0 1 16.937 500 1 25.000 000 1 26000 090 1 40000000 1 30,000,000
Daerah [Dohumen )
TB01 102 - Adreriatasi Keuangan
el s 12.208 486 754 12293 826 489 27 12 785,102 480,01 12404 175 607 64 14,055 488, 802.74
Mleruiagiathys Kualtss Adrminaliasi
it dal Jurridaty TP,
B T i | e | = 130 12208086734 [ 130 1zzssme4s27 | 130 1278810248001 | 150 13404 756078e | 150 14 065 486 202 74 .
Pemeéricaan (TLHP}
Jurriiat Laporan Kecangan Al
Tahun SKPD dan Lagoran Hasi
Kocedinas: Pedyusunan Laporan 1 1 1 1 1 1
Keuangan Akhe Tshun SKPD
[Lagroran}
Jurriah Dokisren Penatsusahaan
dan PengyansVer fieasi Keuangan 300 o0 00 200 00 200
SKPO (Dokusmen)
Jurriah Duhirren Hasl Pemyeduan|
Adminatras Pelshsanasn Tuga 1 1 i 1 1 1
ASH (Dekumen)
Jusriiah Dokusnen Bahan
¥ 9 e 1 1 1 1 1 1
Tirdak Langud Permeiliiasn
{ Dodutraén |
ity Heuangan
Bulanan' TrwulsnanSerme steran
SKPD dan Lagotan Koordinas: " 18 " " 18 )
BulananTrwutananSemesteran
SKPD (Lapcran)
1 1. Penyedaan
b Sy aw 10546771 0768 10,968,541 91987 11.407 387 50867 11663083 100,53 12338 23042455
Tersedianya Gajl dan Tijangan ASN ;’x"“”“m:‘:‘:’n’f‘;“ﬁ;‘, 70 130 wswrriores| o weeass1 91987 | 130 1140738750867 | 150 11 eEIee) 10083 | 180 12338200 424 55
2.18.01.1.02 0002 - Penysdaan
Aliciaknd Felsksanaan Tuges 1,473 360.000 1022 644 049 27 1125047 366,01 1248 380 972 64 LI T 052 74
ASH
" Jusriah Dobumert Has! Pefrpediasn
""”‘:;;:""’""“""p"""“‘“‘“ Autimiremites: Prlsesanasn Tuges 1 1 1.473 360,000 ' 1,022 644,089.27 1 1.1273.047 35801 1 1248380 97264 1 1373704 05274
o ASN (Dobusrren)
2.1201.1.02.0003 - Pelaksanasn
Penatavsahaan
- 25000 000 45 D00 200 47.250 000 50085 000 52 589250
Pengujian'Verifas Keuatgan SKPD
Torl Pan i g Juritah Diohisre Potalausatunn
e dan PengaanVenfihr Reangan 300 00 soo0000 | 200 asoeaoon | 200 srzs0000 | 200 socaso00 | 200 52 589 250

Pengulian/Vesliias Keuangan SKPD

SKPD (Dohyrmen]

93




L Tl

¥ o0mot

PROVINSI SULAWES! TENGAH

2025-2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

21801 1,05 - Adminintras Kepegawnian
Peranglat Daecah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BAEELINE
= DIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / " OUTPUT TAHUN 027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU PAGU TARGET PAGU TARGET
= - = — i — — T S T e — —= = - —
L, P o [0 | o o9 00 U i) 115)
2 18.01.1.02.0005 - Moordinesi dan
Penpusunan Laporan Keuangan Akbi 50 000000 84.000 000 110318 885
Tahun SKPD
Terssdanya Lagoran Keuasgan Akt :miﬂnsv;D :“ ‘Bn ey
t"“‘“m’f:::;ﬁ Koordiray Peryusatan Lapoan 1 1 56 385 068 1 50,000 403 1 4,000 000 1 110 318 688 1 135 234 830
Koot ¥
; o AdBr T SHPD :_:L::?:;”m Taten SKPD
21B01.1.02 0005 - Penpeiolasn tan
Penylapan Bahan Taoggapan 614213382 72 540.500,13 7616752533 BO.737 STE AT 54818 574
Perretikanan
Tersedanya Dokuren Batan ;‘:“‘h Du:-ml Saban i
Torgagan Permiksas dan Tindak | "W"‘:’:M‘ "‘ ""“"‘"‘l 1 ' 61821 3362 1 T2 540.500.13 1 T6.167.525.33 1 80737 STEAT 1 BESIB 5T
Lanjul Pemermsnan (Dokumen)
2 18.01.1.02 0007 - Kootdnasi dan
Penjusunan Laporan Keuangan 35145250 45000 000 47.250.000 50970072 70.300 671,45
Butdrand TrisutaranSemedte oo SKPD o
Jusmiah Laporan Kewargah
Tersedanya Laporan Keusngan 4
Bt Tl ansnS decon SKPD Bulaman T mu;.mn.:::n:hm
dan Laporan Koordeas: Pempusenan ,""“ D"“"‘m"“"’ i i 18 18 s | 18 sso00000| 12 7250000 | 18 sosronrz| 18 70300 £71.45
Lapoean Keuargan 1 Keusnga
BulsranTrwulanan Semesteran SKPD g:ar::mnﬁwmm
21801103 - Acmnates Baang Mic
B6 534 150 B0 525 800 95387 090 101 Gas 115 126,143 510
Qual Daersh
Memnghatrys Kualtas Tata Kelols Jurriah Lapotan Penatausabiaan
Bar g MKk Daetah Pada Penghal Barang Wik Daerah pada SKPO o 1 66524150 1 80825 800 1 §5.367 080 1 101.088.115 1 126143570
| Daeran ILapeean)
Jumish Lagoran Rehoneia dan
Puovyusonan Laporan Barasy Milk 1 1 " 1 11 11
Diserah pada SKPD (Lapotsn )
| Jearraats Flnncanas Kebatunan
Barang Mik Dastah SKPD o 1 1 1 1 1
{ D efrivim )
2.98.01.1.03.0001 - Pes
Perencanasn Kebutuhan Bacang Wk 16524 400 112805 22182 352 D oMET 2 ETS 600
Dwerah SKPD
Jurriah Rencana Kebutuban
Tersacianya Runcuns Ketuthae Baangle, o iy Giasrah SKPD o 1 16.824 400 ! 1zsas0 | 1 2w | 1 nomssr| 1 128758600
KA Daverah SHPD
{ Dokumen)
2.18.01.1.03.0005 - Rehonsdas dan
Peayusussan Lagonsn Bararg Mik 32 B75 600 42 B75. 600 45019 380 55016380 56 200 500
Daersh pada SKPD
Terkih sararys Reonwias dan Jusrdaty Lagonin Rekonsdos dan
Peryuaunan Laponn Barang Min Penyussnan Laporan Barang Wik " 1 32 875,600 " 22875600 " 45019 380 " 55018380 1] 55 200 800
Diserah pada SKFD Diaen oty pada SKPD (Laporan)
2.18.01.1 03 0006 - Penuitausahaan
Py Wt Do porte 16.824.150 26820 150 28185358 2034888 377470
SHPD
Jusrati Lagoian Penalsictuin
Toraksananys Penstsusshasn Baang | g, oo hn Dosest pads SKPD o 1 wapetso | 26 824 150 1 268,165 358 1 mosasss| 1 37 067170
Maix Doerah pada SKPD
{Laposan)
77513500 152,160 650 168,128 131 211 209,602 301 653,070
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR QUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
— - m— - - —— — — +— - —— - - - ——
_fon 0 o3) (o) (0%) (08) 07 | o8 | 9 | o 1y (12 13 (14} (15}
Jumiah Pabet Pakatan Dicas
Merdnghainys profesonaune ASH
n Bererla Antut Kelenghagan ] 1 1T 811500 1 152160 850 1 168.128.131 1 211 269502 1 301 853.070
Perangeat Daerah (Paket)
Jumish Crang yang Mengikus
Bumbngan Tekres implementas)
Petaturan Pesurdang-Undangsn 0 0 = 5 % 50
{Ovang )
Jurrish Pegawss Serdasarian
Tugas dan Fungsi yang Mengkut 0 210 0 210 210 210
Penddiuan dan Pelatihan (Orsng)
Jurmitih Dolumen Morianng.
Evalussi dan Penlatan Kinerja ] 1 ] 1 1 1
Pegawal (Dohumen|
Jurriish Dobumen Peesdatasn dan
Pengolanan Admurist asi 1 T T 7 7 7
W peganaa 4o {Dosumen)
2 18.01.1 05.0002 - Pergadasn Pakain -
Dinas Beserta Alnbut 27 500 100 77200150 B 410 156 B5523 765 150 339843
Kelenghaparinya i
Jumish Pake! Paiaian Dinas
Tersediaryn Pahsinn Dinas Besona 1 \|
Alribut Kakengians ?::::T»N‘WMV. 0 1 27500100 1 T1.3%0.150 1 5041015 1 BS 523706 1 150335 543
2.18.01.1.050003 - Pendatsan dan
Frongekiin Adwstatns) 17.660.800 20.969.500 0TG5 32921083 43887105
Kepagawaan
Terksh sanungs Pordalaan dan £ 5 e
Pevaciahen Adiiinsl Kandasweist 2mm.mmmﬂn 1 T 17 66 500 7 20968 500 7 TIN5 T 32521053 7 43867 105
pegawaan (Dobamen)
2. 18.01.1.05 0005 - Mositering. Evaliasl,
e P M 5000000 5000000 000000 £000.000 7:000.000
Pegran
Jurminh Dokismen Konsdonng
;‘;‘:‘“"‘ Nordonog, Evaluasl, 280 | o st dun Pasilsian Kinetjs 0 1 5/000.000 1 5/000.000 ! 000,000 1 €.000.000 . 7,000 000
L ey Binesia Pegaws P
| Fegowal (Dokurren)
2.18.01.1,05.0000 - Pendciian can
Pelatthan Pogawa Butdssarhan Tugss 22843500 30.000.000 32.000.000 85424783 TST4B 022
dan Fungsl
= . Jurriah Pegawasl Bendasiriian
;:‘g‘:;:‘l-‘:'_r“‘"“"';: e | Tugss dun Fungss yang Menghut 210 210 nensw | 210 000000 | 210 1200000 | 210 soazetes| 210 15746022
2 ¥ | Pundaian can Peistian {Orang)
218.31.1.05.0011 - Bariingan Teknis
TR - 5000000 10000 000 10,000,000 20000000 25000000
| Pevundang-Undargan
Jueridsh Ovang yung Mengiut
Terbah sananys Bergan Teboe Bimb :.:’u“b'vn? ntisel
Implemerniasi Peututan L] 20 5000 000 50 10.000.000 50 10000 000 50 20000000 = 25.000.000
Peraturan Perundang. Undangon
Perundarg-Lindangan {Oraeg)
2 1R 01 1.06 - Adm ksl Unim
= o Tieatat 204 426012 366 138 450 436 945 372 451 162 063 506 120 196
Jueriah Dokismen Dukungan
Memnghatrys Kematangan SPRE Batern
Poimiokat ettt Berasis Elekizonk pads SKPO o ¥ 5.000.000 1 7.000.000 1 9,000.000 1 10.000 000 1 11.000.000
{ Datsbawirnns
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR OUTCOME BASELINE PERANGKAT
QUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT J TAHUN 2027 2028 2028 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
= - — = e —— p—— T P — P— = = = e P . » -

SR e S e ae o7 1081 109 i (i) 113 ] 1151

2.98.01,1.06 0071 - Dukusigan

Py Sigtirn Py ¢ 7 000000 S.000 000 0 000,000 11,000 000

Berbasa E pada SKPD

= o R Juararh Dohurrven Drubungian

A " = La Sistam N

Sskq;m rBerbass | Bertarsis Erekronk SKPD ] 5000000 T.000.000 1 9.000 000 1 10,000 D00 1 18.000 000
pos {Drkaarrn )

Jumirh Lagoran Pevyelesggaram
s Ay eses Rapat Koirdinas dan Komultas 1 194 448012 352 138450 1 415845372 1 243 162 083 - 484320 156
| pembangunan Zong lelegras (21} SKPD i)

Jurmiah Paked Basary Celabaon dan

Penggandsan yang Disediakan 1 1 1 1

{Paket)

Jumish Paket Komponer instalasi

ListricPenerangan Bangonan 1 1 1 1

Karibor yang Disedukan (Paket)

Jumiiah Pakoet Pevalatan dam 4

Perlengiapan Kantor yang 1 1 1 1

o (Panet)

2.18.01.1.06 6001 « Perrysdiaun
¢ ' I 2.538 28.767 550 30.1595 847 32007 547 431807 978

Lstra, Penerangan Bangunan Kantor 1

Jurriah Pishet Koomprires Innklilagl

Tt sedaryn Koniponen nstalaw .

. Listrb/Penerangan Banpuran 1 21275383 28757 850 1 30, Y5 B4T 1 32.007.587 1 43607 976

ListritPenerangan Bangunan Kantit o, e yang Disediskan (Pisket)

2.98.01.1.08 0002 - Pemyediaan

. T ik i 24 G09.979 0,000 000 63 000.000 56,780 000 T0.112.000

Jurriih Pakiet Peralatan das

Tocaergs PU/wistin i Perienghagan Kot yarg 1 24999976 50000 000 1 3,000 000 1 65.780000 1 70 118.000

Perenghapan Kantor o Paer)

2 18011 06 0005 - Penyedaan Batang o

Celahan dass P 54.600 000 102680 500 106,164 525 112074 398 127978115

Juriarh, Pake! B aes Cataban din

Seibastiovgm Bavisg Catakan din Pergardam yang Disediakan 1 54,600,000 102 680 500 1 106 164 525 1 112074308 1 137 178 115

Pengpsys (Paiet)

2 $8.01.1.06 0009 - Penysienggarasn

b e e 93570650 160 700.000 219585000 232300 100 243415 105

Konsuflay SKPD

Juimilah Lapotan Petyclenggaraan
Teratsananya Pemysiengoasan Raest | o spat Kocediaasi cun Konsultes ' 9357085 weoreonon | 1 ziesesc00 | 1 zwomwe | 1 243415105
Keoordnas dan Korsitay SKPD SKPD L i
Jurmiah Dohurren Penatiunahaan
- - 7 Arvp Dinarmin pada SHPD L] 5.000 000 7.000.000 1 9.000 000 1 10.000.000 1 $1.000.000
| Desmismen |

28011060010 - Peaatausatisan

o <KPD 5 000,000 7,000 000 9.000 000 10,000 000 11.800.000
Jurdah Dohumen Penalasusahaan
Tellskasasmys Penstusshast M5B |y s tunarnis pata SKPD 0 £1000.000 rosooa| 1 sosooos | 1 wacooea| 1 11.000.000
Dincaties poda SKPD 2
{Dokumen)
21801.1 07 - Pengadamn Bacang Mik
58417700 ZT1NTT D00 284 736 690 357,470 881 489 209 435

Urusan Permesintah Daatah

Mesngiatrya Tala Kelols Pergadann | Jumish Paket Metel yang -

B Hika Pedarkid Dosrab Olbed Wakal) 5 S0417.700 271177 8500 N 84,736 690 €] 351470 891 3 459205435
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

BIDANG URUSAN | PROGRAM / BASEUNE
INDIKATCR OUTCOME PERANGKA’
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT ! TAHUN 2026 2027 2028 2030 mr KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o1 = o T | oo 051 7 ©9) 02 3 8 15
Suminh Undt Satana den Prasarans
| Gedeng Kantor ats Bangunsn o 3 7 10
ittty yang Diseduian (Lt)
Jurriah Unit Peesiatan dan Mosin = 2 y =
Laiswya yang Diseduskan (Unit)
JurrEan Uind Kendarasn Herinangan
Dirars atau Kendarsan Dina 1 o 1 1
Jabsatan yarsy Dy {Unity
2 18.01.1.07 0001 - Pengadaan
Kerutaraan Perprangae Dinas atau o 50 000.000 52 500,000 55650000 58.432.500
Mersdaran: [hiurs Sabtan
Jurriah Linft Kerdarasn Peroongon|
T;"“‘: ::M'm;"tm Dinas atsu Kendansan Dinas 1 0 o 50 000 000 1 52 500,000 55 650 060 1 8 432 500
Womt Nantirann ™ | aatatan yang Disedishan (Unin
2.18.01,1.07 0005 - Pengadasn Mebel 28692 500 120950000 126.957 500 134817 350 175243217
§ Juminh Paket Mobel yang 2 =
Tersesutiya Mete! Gy s 3 28 692 500 120,550 000 3 126 027 500 134817 350 3 wsnIny
2 18.01.1 0T 0008 - Pengadann
Petal dan Mesin ko 12725200 90 227800 50.238.190 147203 541 I3 SEITE
Tersexiarya Peraialan dan Mesn Jumiah Uink Pasratatan dan Mesin . "
P L yang Disedikan (Usst) Fal 3 22725200 90 227 B0G 7 90 235 100 47 203 50 ta ISLITIR
Z1E01.1.07 0010 - Pengadaan Sarsia
din Prasarang Gedung Kanior stay 5000.000 10 06K 000 15.000 000 20 000 000 25000000
Bargurun Lainnys
i Jumdsh Untt Sarana dan Prasarana
:;“’“K":“?Iruu’"an_"'::_” Goduny Kantor ata Bargunan o 3 5000003 10 000.000 7 15,000 000 2oo00e| 1w 25000000
e ¥ Ly yang Desedukan fUnil)
2.18.01.1.08 - Perryedeian Jasa
SO Ut 854413830 772033 447 53051783 635248 852 1001272037
Permmticlhan Daorah
Jumiah Laporan Pesyediaan Joss
'f"_-f’""“l"f"":"’"‘"f"""m Korurikas. Suniber Daya At dan 1 s 84413930 772003 447 1 63951733 935248852 1 1001272027
gkl Daet Listrik yang Disedisicin (Lagodsn)
Jumish Laporan Peyedisan Jasa
Pelayanan Uinum Kandor yang 1 1 | 1
Disediaian (Lagoion)
2.18.01.1.08 D002 - Peryediain Jass & 3398374 08 &
Merminias, Sunber Dy A dan Listk a2 sz 518 33,662 261 53 450 666 0%6 80 790 400
Jumiah Lagotan Pasyecaan Jiis
Tnjﬁ“!;{':::"“""“s‘“’" Komusikai, Surtiber Diaya Alf dan 1 1 423542 518 433682 261 1 463345974 450 665 0% 1 450 799 400
’ Listri yuhg Desedusian (Lagoran|
2.18.01.1.08. 0004 - Peniyediaan Jasa
Petayanan Umom FKanto: 240871 412 1JBAT1. 188 420 506 358 484 582 758 520472 82T
Jusstih Laporan Paryedisan Jias
;:T:mn Jaxa Peigyaran Umum Pelayonan Umum Kantor yang 1 1 240871 412 335,371,186 1 420 806 159 484 582 756 ' SX0ar2027
. Daediabae (Lagaran]
2.18.01 1.00 < Pemeliursan Bararig M
Diwezrah Py g Urusan P L 282812550 380 450 600 410008 630 462164 908 485272151
L
Matungicatrys pemolhocasn bacang mik | Jusdoh Peraiatsn dan Mesin
daarih e Dipsetharn {Uing) 148 65 292 812 550 350 450 600 85 410004 630 462 164 906 L] ABS TIN5
Jusrinh Sarina dan Pessarsna
Gredung Hanbor staw Bumgunan
3 3 3 3 3
Lainmya yang
Dipetitey aDrehabila (Und)
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PROVING! SULAWES! TENGAH
§7
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN | PROGRAM / DIKATOR OUTCOME BASELINE PERANGKA
OUTCOME | KEGIATAN | L ouTPUT { TAHUN 2026 027 2028 DAERAH i KETERANGAN
SUBKEGIATAN 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
— — - - — — - — — - e -
o7 ©2 B T ) o) () @7 I ) (10). T S 9 2 1151
Jumrdah Keridaraan Perorangan
Dirury atau Ketedsiamn Dinas
Jabat Oippelihecs dan i 78 19 70 9 ]
Ditayarkan Pajakrya {Unit)
Jumish Gedung Kandor dan
Bangunan Lainnys ying o o 1 1 1 1
Dhpee! Palit /Ui ah sl baed fUBAY
218.01.1.09.0001 - Penyediasn Jiah
L; Burya Pemeih dan
Py K SR PR 152 930 D00 02 930 000 207 576 500 274731050 5407 68
Kendasaan Dinas Jabolan
Tersedinygs Jass Permelburasn, Biays | Jurdub Kendiram Potorangan
Permelfurash dan Pacsh Kendar ax Drras sl Mpodaraan Dess .
i gan Direns sty K Disse sabatsn yorg SR T8 182 530.000 ™ 182 530.000 e 202 578 500 7% 214731080 Fi ] 2I5 46T Bas
Dizayarkan Pagsrys (Unil)
2.1801.1 090008 - Pemalihaman
ki il i e 40 549 80O 76.550.000 B0.409 000 65233540 B9 495 217 =
Tetlsbisanamys Pémelharaan Peralaton | Jumiah Peralatin dan Mesin & o =
dar Meatin Lainma Loy yarg Oipelitars. (i) 148 &5 49 549 800 [ 76.580 000 e 50 400 800 65 B5 233540 &5 B 405217
2.18.01.1.00.0009 -
Pemabharsan Rehabiitey Gedung i o 20,000 000 21.000 000 43810009 52310000
Kantor dan Bangunan Lsnnys 3
Tetlskuanarmya Jurriah Gaduny Karies dan
Pemaiharaanf ehabiitasi Gedung Bangunan Lainnya yang o [ o 1 20000 000 1 21.000.000 1 49816 969 1 52 310,000
Mantor dan Bangunan Lantya gttt aDirehabiitas: (Lng)
23011090010 -
ehabitai: Sarany dan
Prastrans Ged < e 56332750 100 570.600 108:019.130 11238027 117998290
Bangunas Lannys
Terlaksananys Jurriah Sar anuas dan Prasarana
PemelhacasnAehabites: Saans dan | Gedung Kantor atse Bargunan ¥ e 2 -
Pilesians Sce i Lo yirig a 3 50.332.750 3 100 970 600 3 106.012.130 a 11238027 3 117999290
DigedinaraDitchatulitas (Linkt)
i 7 F . : 7
2.18.0.000.00.01.00
00 - Dinas
- : Peranaman Modsl
. o z 109 0o 450 000 DOC 100 500 000 300 100 575 000000 100 650 000 000 100 o0
—rT | | Preasnng investan: yang lecseda (% SR w‘m;:?,m
Prowes: Sulowes!
=
Iraerdl dan errudshas
modsl yang L] L] L 8 at "
DAL Tos dengan
| hetertian (%)
Z 1802101 - Penelapan Pembetan
Fi y ¥ dbwtang Py
104.737.900 132 547 500 180176875 225 582 363 23T 2165678
Mosal yang Merjod Keweriangan 7
Dasrah Proving
Jurriah Peraturan DasiahiProvinal
Mesungiaberys Faslites Irpenti T dan Dt Pesbetisn FosditisTnsent!
e Pe 1 1 B4 641050 1 B6.450 400 1 WMO.TTZ 620 1 172350213 1 166235232
| Dicaasrrven)
Jurrinh Keseypush stan Kamadzaan
antyia Usaha Besar (PAAPMON) 1 2 2 2 2 2
dengan LIMKM & dasrah
(Dhokesrrnn
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PROVINS! SULAWES| TENGAH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN | PROGRAM / BASELINE
QUTCOML / KEGIATAN / mw‘ TAIIUN 2026 027 2020 2020 2030 'mr KCTCRANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
== .. ; w5 e | wen _|ew | e | oo | an [iE Kz 5
218.02.1.01.0001 - Peiblapan
Kebtjakan Daerah dalam Pemberian
Fasibeuparnill den Kisenisdibdi 34.641.000 36420 400 88272 520 114600213 103287 122
Peranaman Modsl
. Jumitih Perotutan DaerahProvio
Détaphannys Kebiakin Daecsh dSA™ |0y, permibertan Fasiitasinssritt
Pembenan Fasitasinsentd dan dan Kemudshan P T Moda] ) L] 34641 000 L] 36 450 400 L] BB 272620 ' 114800213 ] 103287 T2
Kermudahan Peranaman Modal v .
[Dehwmen)
21802 1.01 0003 - Fasublitasi Kermteaaan
yang dilanukan cieh Pemarintsh Provingd 50.000.060 50.000 00 52500002 57.750.000 €2347 500
Terlabzarnrya Kemdiaon ardea Usoha ::::'WI b a‘ﬁ"p‘:"g’“
m:‘qmmamwuumg | dergant LI o5 cnetany 1 2 50 000 050 2 50 D00 00D 2 52 500 000 2 57 750000 ) 62947 500
[Dehismen)
Jumiah Rekomendas Kebgakan
Sekioe Usaha yang Regultunyn n?
" "“""'p "'“‘""""ﬂ” ?"““”' Dikarmenisssl Ternt Persinan 1 1 20006 850 1 46 097100 1 4B401.055 1 53242:150 1 70981 444
| Barusahis Berbssn Resiio
=2 {Deshsmegn)
21802 1.05.0004 - Rehomendasi |
Kebiashan Senior Usaba yang
Dtuemonisani Terkat } 2006049 46.097.100 48401 655 53242 150 To 981444
Penzinan Berusahas Berbas Resho
Diwtapaannga Reaomendss Kebiakan ;:T:‘m“":‘:ﬂ%m"#
Baliir S yong Hhguein Dharmenisas Terkat Perzan ' 1 wmesse| 1 woarion | 1 wanoss| sszaztsa| 1 70881444
Ditsrmonesas Ters? Peslinan
Betusachs Berhases Resho
Besusata Berbns Resko
[Dekesrmen)
218.02.1,02 - Pembuatan Peta Potenti
P 345 262 100 36T 452 500 5825125 424,407 837 487 7833
Jisnilah daatnh yang lelah
Wesunghatrya Kulattas Infofrmanl Polend | o,y o srskan permutakhinan dats 0 13 uszzwe| 13 wramaso| 1 smsazsizs| 1 awrer| 10 467.783 34
ot imvostas) (Doerah)
Jumish Peraturan Daecah (Perda)
Rencaria Umum Persnamaen Modal 1 1 1 1 1 1
Dt abs Provinsd (Dékumen)
Jumiuh Dobumen Pets Poteny 1 3 1 1 1 g
Investasi Provins {Dokumen)
2.9B.02.1.02 0001 - Penyuwsunan
Recann Umum Penanaman Modsl 86358 400 100 656 400 105689 220 116258 142 151800374
Doetah Provims
Tersusunnya Peraturan Daciah (Perda) | Jumiah Pevaluran Doerah (Perda)
Rencana Urnem Penanaman Modal Rencana U Peranaman Modsl 1 1 BE 358 400 1 0656 400 1 105 689 220 1 116258 142 1 151900 374
Daerah Provina Daerah Provinsi (Dolumen)
2.18.02.1.02.0003 - Pemiitakhiten dats
poten imaeslan daerah pads Selem 15000 000 20.000.000 21.000 000 23.100 DOD 25.179.000
PR |Poteny invesiesl Regional)
T umiah deerah yang letah
. hlnh sanahan perrulahhian dilh o 13 15 000 000 13 20000 000 =] 21.000.000 13 23100 000 12 25 178.000
daniah yang tnfmulakhichan .
polens itvestas| (Daerah)
2.18.02.1.02 0005 - Penyusunan Peta
Potensl Investasi Provinsl 243873700 246 TH6.100 259.135.905 255 049 405 0703 850
Tefuwsurmya Pets Polem neeslsy Juvisit Dokismen Pota Pobendd
Proviral Ve Provins (Dok ; 1 1 243873700 i 246 796 100 1 250.135 905 1 255048485 1 310703 950
: —=— = = 75| 1 \ : f
: 5 1 825000000 '
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
RMANG LIRUSAN ! PROGRAM / RASF1 INF

OUTCOME | KEGIATAN / e hemaben 2026 2027 2028 2029 2030 N OAERAN | XETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
— - i e e - - ——- — -
(01 @3 og | 03] | {08) ) o8 | 08) -~ | (10 (1) (13) ~ (14) I
2180000000100
< Dinas
Merangh.atrys SngRsus pomey P Pemnat h diing Peranaman Mods
e s A pedoki o ot 100 100 ss0000000 | 00 630000000 | 100 225000000 | 100 azsonooc0 | 100 950000.000 | | dsn Petayanan
> Tetpady Saby Pty
Prorvmsl Sulswesi
Tengah
Z1E 61,101 - Parryeiengg srash Procmon
Penanaman Modal yang Menjad 550 000 000 630,000 000 725 000 000 825000 000 853000000
Kewerangan Deerah Puoningd
Juminh Dokumen Hasl Kegiatan
o pomat RS 9= | proment Pansnanian Modsd 1 2 550.000000 | 2 somooos| 2 725000000 | 2 wsoooom | 2 950,000 000
Kegratan Provien: (Dukeamen)

Jusmilah Dokumen Stateg Promes

2.1303.1.01.0002 « Peinkasnasn 3
Kegiatan Promaos Penanarman Mods! 491 238 650 584427 250 E15.860.975 BI5844 975 67T 420472
Hewensngan Piovin

Jurrdats Dokirteen Hasl! Kegutan
Promos Penapusman Mol 1 2 491.238 650 2 544427 250 2 516 869 975
Provirs (Dowuemen

Teilshsananya Kegatan Proros
Penarumman Modsl Provins

(]

615844 975 2 ETT 420472

e

2.18.02.1.01.0003 - Penyusunan Sirateg
Promersi Penaraman Meds! 58 781350 85 572 750 105130 025 09155025 212570528
Kewsnangen Piovinu

Jumiah Dohurmen Shrategl Promend
Perunaman Modal Kewenangan 1 1 58.761.350 1 BS.5T2 750 1 105 130 025 1 155005 1 272570 528
Provins Dokurnen)

Tersusumnya Straleg Promos
Penanaman Modal Kewerangan Provwna

2 180.000.0001 60
0] - Dinas.
Hla g 2 Py Haxd Tindak Langut Peranaman Modsl
. T 'I Pelayanan Pengaduan Perlinan =M =0 700000 000 90 B0 000 000 o $20 000 000 w 1.025.000.000 L] 1:125.000.000 | dan Pelaysnan
dan Nongetitinan (%) Terpadu Saw Pinta
Provne: Sulswves:
Tergah
Pementsse Unaha
Merrpesclet [5in Sesunl Keter baan %2 a3 ™ e L3 s
 (Persentite)
21808 1,01 - Penanaman Modal yang
Fausang Linghuperya Lindss Daerish 41,551,800 126 823,700 356 237 833 44 BET61E 445347 779
KabupatenHols
Jurmiah Pelakuy usahas yang
Mernpon cieh Layanan Koewitsy
S TApEESIS S B A Perizinan Berusaha melsi Satem
penyEeNgAras Ded A betusaha P B B 18 Bindes, b a5 341 851800 40 126 823 TOO 45 356237 B3 0 44 Bor Tl 55 445479
permbirh e Tetwnbegiam tecars Elvkdionk
{Petais Ussha)
Jurriah Kegiatan Usaha yung
Mendapal Panisnisusn Analsie
Evsuss dan Pelapoan o Buatang 995 1100 1200 1.300 1400 1.500
Periinan Berussha Berbant Risho)
Liritys Daerah (Kegiatan usahal
2.18.04 1,01, 0007 - Pemantauan,
Pk
ARSI FIL S Pepaad) 155 751,800 160 535,700 174983013 208 282 308 226,030 53

Bidang Pedzinao Berusahs Bebass
Risikty
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1.

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
T
OUTCOME | KEGIATAN MW' TAHUN 2027 2028 2028 2030 Mm“m KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o1 S e | o | 08 _ 7] 0] (10) ) e (8 {14] 015
Anakss. Evaluss. dan Pelrporan & |‘|"' II 1&:9.: Fm U rzz,w‘
::um?::‘;rmm Evalisas, dan Pelsporars & Batang 935 1.100 wss751800 [ 1200 wos3s700 | 1300 1rassaey | 1400 205432306 | 1500 226 630636
: Peritingn Beryanha Borbanis Risko
bagi Keg dk Pl Uoslon Lintas Caetah (Kegiatan usaha)
2 13.04.1.01 0008 - Pervyodiann dan
Pengeictzan Layanan Konsullas 186 900 000 168 288 000 181253920 199378212 219.317.243
Pesiziran Beariahs Berbaus Faako
Jurmilah Pelahy usahi yang
Tersedanya dan Terhaiolanyn Layanan
e NI Sl Ghniin Pauramti;» m:m 5'::«\
medalui Satem Perizinan Besaha 2 2 35 186,100 000 40 166 288 000 45 181253820 s 19a3a 32 55 213317241
Berbosis Risiko Terintograsi secata FArN DO Watuatle 1T
Elekironik Tenindegias: secars Elckirond
{Petabe Usahap
21804 1 02 - Pénasaman Modal yang
Merunt Ketentiuan Peratiran
Pedund Vod Metiedi 350148 200 473.176.300 563782167 620.136.382 €Tees2.221 -
gan Dostsh Provina
Tarsechanys Pelapanan Peruman
Berysaha melghul Setem Perizinen
"""'“"‘fz::"‘""""m Beruraha Berbasis ko 1610 1100 ez | 118 arsiraso0 | 1200 sea7e2 67 | 1250 emsase| 1218 679852221
gt Tetnteg: rsi secihrn Eleiiiomk
{Peidieu Unaha )
Jurmiak Kegintsn Koordinas dan
Sanlronsa Penentagan
Pemberian Fasdiasinsenst yung 1 1 1 1 1 1
e Keaerangsn Provirsl
{Dokumen)
21804 .1 .02 DO0S - Kootdinasi dan
S o P 30 200 000 50 625.750 103.076 068 113383674 124,722 041
Fasidaslrientil Daedsh
Jurmdah Kegintan Koohbinss dan
Inrl&sumrf: Kom.lna:' dan S kroniasel Pi
X Pemberian Fasitesinsentd yeng 1 ] 30.200 000 1 50525750 1 103076 063 1 113383674 1 12472200
Fartian/insertt Daersh Ke :
D:'!:R\ P-:lm. i e o rasfiacs Kirangin Provital
{ Dukeusmen)
2.18.04 1 02 D207 - Peryudiaan
Pelayanan Persinmn Berussha melaki r
Sistem Peritinan Beasasha Behasih 227948 200 422 550 550 460 656 069 S06.754 708 554 930160
Ritho Terinbogral secan Elekironk
Tersedarnya Pelayanan Peiizinan
e, B S e
o Hetusaha Berbass Risido 1ma 1.100 327 948 200 1.150 422 650 550 1200 460 636 099 1250 506 754 To& 12375 554 930 180
Besusaba Bechose Risho Tednteguas | Elekdronik
secaa Elehionk SRS Al -
(Pelabu Unaha)
- - | =] i il = a1
2180000030100
00 - Danas
T " Ky Pulaku Peaanaman Modsl
i Usabar PMA dan PMON Terhudag 47 &0 600 000 000 83 690.000.000 70 BO0 D0O.000 75 925 000000 ] 1050000000 | dan ¥
L Py Modl (%) Terpadu Sati Pty
Prireinsi Sudmwes)
Tengah
218051 01 - Pengendaiian
Prishuariann Penansman Mods yarg ©00 000 000 §90.000 000 200,000 000 625000 000 1.050 000 000
Merjac Kenenangan Daevah Provins
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

; PERANGKA ;
OUTCOME /KEGIATAN/ | NOIKATOR OUTCOME! 2026 2027 2028 ERANGKAT | eTeranGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT
PAGU PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
_{o1) _ {02) 4 05 {07 (o8 09 (10). oy (12 (13) (9 _(15)
Jumish Perryeleasan
Pemassishan dan Hembatan yourg
Mesinghainya Perusshadn PMDN dan || o iocy el ks Usiiha datien 6 & 600,000,000 saoocooo| & sooocaco| 6 saso0000| 6 1,050,000 000
PN RN R receateasingn Kegiaten Lsahanys
Hogiatan vasha)
Jumiah Pelaku Usaha yarg
Mengiut Btingan Teknis/
e P
Bervsahs Berbass Riuno dar L 40 420 420 420
Patitian Beruasha
Berbass Rako (Pelauy Usaba)
Jurriah Kegiatan Usaha dan Pelshu|
Usaha yang Telah Duaraisa dan
Diverifiias Data Profi dan
Infoenass Wegatan Usaha darl
Peistu Dilakuian Inspeksl 7 5 9 1 13
Lapangan . seits Diskukan .
Evalussi Penisan
Perusinen Berusaha
[Kegratan usaha)
2.18.05.1.01.0004 - Pangswasan | 219963 700 211793500 223 383175 262621 494 351,083 644
Jumiah K.egm Ussha dan Pelaky
Torlaksaruiiya Afalna it Verfias g‘:‘:{:‘%ﬁ:":ﬁ:\‘ o
Dl Profil dan Infarmas Kepatan -
Usahe dusi Pelmiy - L ’ krfiermas Kegatan Usaha dadl
Tematiap Kegintan serts Evaiunsi " Peisiu Diakubas Inspehs 7 5 219963700 211,791 500 g 222383175 1 289821454 13 351083 844
Pt g P L s Dnen
y
Peruinan Bonssata Para Palaky Usaha P e Pt Bes
[Mangpatan wsaha)
218.05.1.01.0005 - Penyeiesaian
&m‘up:umm 134 825400 114 552,750 120260 388 132 308428 145 530 268
sisasin Kogialan Usah
. Jumiah Peryslesaian
;'"A el Py Permassishan dan Hambualan yang
c:l‘-‘\n-lhhmm d::\u*::mbul\‘-lh yorg diadiadi Pelaky Usata ditiam B [ 1 134 525 400 114 552 750 & 120 280 358 & 132 308 426 & 145539 268
7 .:n ".':MI mecesisanian Kegiatan Usahama
5 2 [Kegatan uasha)
2.18.05.1.01 0008 - Bimbingan Tekra 245210900 263.653.750 457.336.437 503.070.080 553.377.088
Terlsksananys Banbingan Tekns! P f"':;wm’.‘:nq
Sowakamsl rplere s Peissan ;:9""" B _"wml F::u i
Perisinan Berusshs Besbans Resdosian e i e 420 245210 900 3EIes3 T80 | 420 457 336 437 220 $03.070.000 420 553377 088
Pengawanas Purlinan Berusaha &’"'?'”" Bestrmaia Flialko dan
Borhasis fisika Pengaaasan Perznran Berusaha
Berbass Risiko (Peisty Ussha)
. - — = =t ) — Ft - ey 3 o T ==t
2160000000100
Messnghalnya pemaniasta Persentase Pemantaatun Oats can Penarnaman Modal
el mrlm Indoemasy Penaraman « @« 350.000.000 400000 000 <] A50.000.000 - 500 000050 5 STS.000.000 | dan Pelayasan
Lo (Peesertiae) Terpada Sat Pinti
| S —
Teegah
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN ! PROGRAM / BASELINE
!
outcome /xeGiaTa ) | MNOWATOR OUTCOMEL | "y 2026 2027 2028 P a1 | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
: 7 B 02 T e [ o | o © | e oo | v | 03 113) 1) (1%)
2.18.06.1.01 - Unsan Pengeioiaan Dats
dan Infarmasi Penzine dan Non
Petizinen Pesanaman Modal yanyg 350 000 002 400 000 002 450.000.602 SO0 000 000 575,000 020
Terrisgras pada Trghst Daerah
Provinai
Jumiah Data dan infomaw
Perizinan Berbass Sislem
WFH'MD”M“" :::""1"""":“53’“:"” 1 3 asooocooo| 3 swoooonon | 3 ssoooogoa| 3 soaoooooa | 3 575.000/000
Ducdah, Diksji dan Dimaniaathan
{ Dadunten)
2 18.06.1.01.0002 - Pengalahan
Penynjan dan Pemaniasisn Data dan -
Infrmasi Perizinan Berbasis Sistem 350,000 000 400000 000 450 000 000 500000 000 575000 000
Pelayanan Perizinan Bensaaha
Tetinlegras secata Elckironh
Tersedanya Dats dan Informasi ;‘:“hhmudm.lw
9 * g . riziman Berhasis Sestem
Pesizingn Bebasis Stem Pelayanan |0 L0 o Berusab
Peritman Berusaba Ternlogras secan » 1 3 350.000 000 3 400 000 000 3 450 000 500 3 500,000 000 3 S75.000 000
Ehtionis yang Dsoiah, Dikajl dan ;’:"'“:" """’;}f‘t‘““' g
. Lah. Dvkap dan nfaafean
Dismantsatican (Dkumes)
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4.2 Dukungan Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program
prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran
pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja
pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud nyata dan implementasi dari
janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam arah
kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Dalam konteks perencanaan
pembangunan daerah, Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah harus
mendukung program prioritas yang tercantum dalam RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra menjabarkan lebih detail
bagaimana program-program prioritas RPJMD akan diimplementasikan oleh
masing-masing perangkat daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam hal ini menyelaraskan dan mendukung program-program prioritas
yang ada dalam RPJMD kedalam Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dalam
Renstra DPMPTSP 2025-2029, secara eksplisit dapat dilihat pada tabel 4.3
berikut:
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Tabel 4.3
Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

No.

OUTCOME

3

4

BERANI HARMONI

PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM
PENANAMAN
MODAL

Meningkatnya
Kemudahan
Berinvestasi

Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi

Penetapan Kebijakan Daerah
dalam Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

Fasilitasi Kemitraan yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Rekomendasi Kebijakan Sektor
Usaha yang Regulasinya
Diharmonisasi Terkait Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Provinsi

Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah Provinsi

Pemutakhiran data potensi
investasi daerah pada Sistem PIR
(Potensi Investasi Regional)

Penyusunan Peta Potensi Investasi
Provinsi

PROGRAM
PROMOSI
PENANAMAN
MODAL

Meningkatnya
Jangkauan
Promosi
Penanaman
Modal

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Kewenangan
Provinsi

Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal Kewenangan
Provinsi

PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN
MODAL

Meningkatnya
Perizinan
Berusaha Berbasis

' |Resiko

Penanaman Modal yang Menurut
Ketentuan Peraturan
Perundangan-Undangan Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi

Penyediaan Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik
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2025-2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Ne-| _ PRIORITAS 5 b i s O B
1 2 3 4 5
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
Penanaman Modal yang Ruang
Lingkupnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Pemantauan, Analisis, Evaluasi,
dan Pelaporan di Bidang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Penyediaan dan Pengelolaan
Layanan Konsultasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
4 |PROGRAM Terkendalinya Pengendalian Pelaksanaan
PENGENDALIAN |Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi
PELAKSANAAN |(Penanaman Eewenangan Daerah Provinsi
PENANAMAN Modal
MODAL
Pengawasan Penanaman Modal
Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan
Kegiatan Usahanya
Bimbingan Teknis kepada Pelaku
Usaha
5 |PROGRAM Meningkatnya Urusan Pengelolaan Data dan
PENGELOLAAN Pemanfaatan dan |Informasi Perizinan dan Non
DATA DAN Informasi Perizinan Penanaman Modal yang
SISTEM Penanaman Terintegrasi pada Tingkat Daerah
INFORMASI Modal Provinsi
PENANAMAN
MODAL

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
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4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan
untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam menjalankan tugas pokok,
maka harus dilakukan sinkronisasi menyangkut indikator-indikator kinerja
yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, agar tetap mengacu
pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. Sinkronisasi memastikan
bahwa proses penyelarasan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai
oleh suatu organisasi dengan ukuran keberhasilan yang terukur. Tujuannya
adalah memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang direncanakan

dalam Renstra berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis organisasi.

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD, yang berfungsi sebagai pedoman monitoring,
evaluasi dan pengawasan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel
4.4 berikut:
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Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN

SATUAN

 Baseline

2024

TARGET KINERJA TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

4

5

i

8

9

10

11

12

Meningkatnya
Nilai Investasi
Daerah

Meningkatnya
Nilai Investasi
yang
Berkualitas

Jumlah
investor
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
(Proyek)

Investor
(Proyek)

2.727

2.750

2.770

2.790

2.810

2.830

2.850

Jumlah nilai
investasi
berskala
nasional(PMD
N/PMA)

Rp Juta

139.900.000

140.000,000

140.100.000

140.200.000

140.300.000

140.400.000

140.500.000

Kenaikan/Pen
urunan Nilai
Realisasi
PMDN (Milyar
Rupiah)

Milyar
Rupiah

4.590

4.600

4.610

4.620

4.630

4.640

4.650

Rasio Daya
Serap Tenaga
Kerja (Orang/

Perusahaan)

Orang/
Perusahaan

50

51

52

53

o4

55

56
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Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. Indikator pertama, jumlah
investor berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan
jumlah proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah.

Indikator kedua, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).
Indikator ini dihitung berdasarkan realisasi nilai investasi dari perusahaan
PMDN/PMA di wilayah Sulawesi tengah.

Indikator ketiga, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Indikator
ini dihitung berdasarkan nilai realisasi investasi dari perusahaan PMDN di
wilayah Sulawesi tengah.

Indikator keempat, rasio daya serap tenaga kerja. Indikator ini dihitung
berdasarkan perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan
jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di wilayah Sulawesi
tengah.
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4.3.2 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP

Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengukur keberhasilan dalam
penyelenggaraan urusan dalam hal ini IKK memberikan Gambaran jelas
sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel 4.5 berikut:
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PROVINS! SULAWES| TENGAN
Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TUJUAN | SASARAN | POUATOR |gypypy| Baseline | - REEE: MR L —{ RET
: % 2024 2025 2026 | 2027 2028 2029 2030 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya |Meningkatnya |Persentase Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Nilai Investasi |Nilai Investasi |Realisasi
Daerah yang Investasi
Berkualitas  |Terhadap Target
Investasi
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2025-2029

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renstra
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu persentase realisasi
investasi terhadap target investasi. Indikator ini dihitung berdasarkan
persentase perbandingan jumlah capaian realisasi investasi PMDN/PMA
tahun berjalan dengan target realisasi investasi PMDN/PMA tahun berjalan
di wilayah Sulawesi tengah.
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2025-2029

BABV
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2025-2029. Renstra
ini merupakan amanat dari Perda (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor
8 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan
dan Organisasi Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstara ini berpedoman dan sesuai
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RENSTRA ini diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan
dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi tumbuhnya Iklim Investasi
dan Iklim Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun dalam
pelaksanaannya ke depan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika
perkembangan yang terjadi. e

RENSTRA DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 berfungsi
sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DPMPTSP

dalam kurun waktu § (lima) tahun dalam melaksanakan tugas

penyelenggaran pemerintahan, pengelolaan Penanaman Modal dan
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Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang mengutamakan pelayanan
efektif dan efisien.

Rencana Strategis ini juga merupakan acuan bagi kebijakan
pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Renstra
ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai
dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga
dengan demikian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
diharapkan dapat membawa kemajuan serta mampu mengangkat
kesejahteraan masyarakat secara lebih luas untuk lebih maju, mandiri dan
berdaya saing.

Akhirnya semoga RENSTRA Dinas Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan
yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung
terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “Sulawesi
Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya
Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” melalui tugas dan fungsi
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.

114






PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755 - Kode Pos 94111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800.1.11.1/843/prog/DPMPTSP

TENTANG
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA
KUNCI, INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta untuk
lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025-
2029, maka perlu disusun Definisi Operasional Indikator
Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Sasaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Definisi Operasional
Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator
Sasaran Program, Kegiayan dan Sub Kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6777);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun



Menetapkan

Pertama

Kedua

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonersi Tahun
2017 Nomor 1312);

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
tata kerja Perangkat Daerah;

12. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 100.2.1/125.1 /Bappeda-G.ST/2023 tentang
Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA,
INDIKATOR KINERJA KUNCI, INDIKATOR SASARAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama,
Indikator Kinerja Kunci, Indikator Sasaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan
ini;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator
Kinerja Kunci, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan



Ketiga

Keempat

Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025-2029, meliputi Tabel Definisi Operasional Indikator
Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Tabel Indikator
Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator
Kinerja Kunci, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana
terlampir;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari temyata terdapat
kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 2 SEPTEMBER 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal B

ZAR ayanan Terpadu Satu Pintu
Q/q.\“ PrPrgvinsi Sulawesi Tengah

IP. 19710423 200003 1 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 800.1.11.1/843/prog/DPMPTSP
TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA
UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI, INDIKATOR
SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Tujuan Strategis Perangkat Daerah :

Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Sasaran Strategis Perangkat Daerah :

Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

Nama Indikator :

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Proyek)

Dasar Hukum :

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah




Definisi Operasional :

Mengukur ketercapaian jumlah investor (proyek) berskala nasional
(PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah

Rumus Perhitungan :

Jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah
Sulawesi Tengah tahun berjalan

Peningkatan jumlah investor/proyek baru pada umumnya akan
mendorong peningkatan investasi. Lebih banyak investor berarti lebih

BT goriL banyak modal yang tersedia untuk berbagai proyek investasi, yang pada
gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Susnber Daki s Dinas Pqnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tengah

Frekuensi : 1 Tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

Nama Indikator :

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rupiah)

Dasar Hukum :

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

Definisi Operasional :

Mengukur ketercapaian nilai realisasi investasi berskala nasional
(PMDN /PMA)) di wilayah Sulawesi Tengah

Rumus Perhitungan :

Jumlah capaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di
wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan




Interpretasi :

Peningkatan realisasi investasi memiliki dampak positif yang signifikan
bagi daerah, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Investasi yang
meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan
lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain
itu, investasi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap
layanan publik yang lebih baik.

Sumber Data :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tengah

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

Nama Indikatof g

Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Dasar Hukum : Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

Definisi Operasional : Mengukur pergerakan capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah

Sulawesi Tengah yang menjadi kewenangan Provinsi

Rumus Perhitungan :

Jumlah capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi
Tengah tahun berjalan

Interpretasi :

Peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
memiliki dampak positif signifikan bagi daerah. Peningkatan ini
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja,




meningkatkan pendapatan daerah, dan mempercepat pembangunan
infrastruktur. Selain itu, PMDN juga dapat memicu transfer teknologi dan
meningkatkan diversifikasi ekonomi daerah. Sehingga pergerakan nilai
realisasi PMDN dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah
dalam menyusun kebijakan investasi sesuai kewenangannnya

Sumber Data :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tengah

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

Nama Indikator :

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/ Perusahaan)

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Dasar Hukum : Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

Definisi Operansionsl : Mengukur capaian serapan Tenaga Kerja Indonesia dari kegiatan

investasi di wilayah Sulawesi Tengah

Rumus Perhitungan :

Jumlah Perusahaan DIBAGI Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di
Wilayah Sulawesi tengah

Interpretasi :

Dengan masuknya investasi, kegiatan ekonomi meningkat, yang pada
gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka
pengangguran, angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah.




Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Tengah
Frekuensi : 1 (Satu) Tahun
INDIKATOR KINERJA KUNCI
Nama Indikator : Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan
Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Menunjukkan seberapa besar realisasi investasi mencapai target yang

Deftatal Opssualonsd 3 ditetapkan

Jumlah capaian realisasi investasi (PMA/PMDN) DIBAGI target investasi

Rumus Perhitungan : (PMA/PMDN) tahun berjalan

Persentase ini menjadi indikator penting untuk mengevaluasi kinerja
program investasi dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Data
ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan investasi di masa
Interpretasi : depan, termasuk penyesuaian target dan strategi. Selain itu Pemerintah
dan pelaku usaha dapat menggunakan data ini untuk mengambil
keputusan terkait investasi, pengembangan sektor usaha, dan kebijakan
ekonomi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumber Data : Sulawesi Tengah

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun




Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tabel Definisi Operasional Program

Sasaran Program:

Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi

Nama Indikator 1:

Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman
modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007

- PP Nomor 28 Tahun 2025

-  Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Definisi Operasional :

Mengukur efektivitas kebijakan insentif dan kemudahan penanaman
modal, ukuran ini mencerminkan seberapa baik pemerintah atau pihak
berwenang dalam merespons dan memenuhi permintaan investor

Rumus Perhitungan :

Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah
ditindaklanjuti DIBAGI Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan
penanaman modal yang masuk DIKALI 100%

Kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan bagian
dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

Interpretasi : investasi. Dengan memberikan insentif, pemerintah berharap dapat
menarik lebih banyak investor, menciptakan lapangan kerja, dan
meningkatkan pendapatan daerah.

Sumber Data : Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Nama Indikator 2:

Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia




- UU Nomor 25 Tahun 2007

Dasar Hukum : - PP Nomor 28 Tahun 2025

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Mengukur ketersediaan dokumen perencanaan peluang investasi dari

Detintel Opaaaionn] : target yang telah ditetapkan

Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang telah disusun DIBAGI

Ruuux Pecituagas. ; target dokumen perencanaan peluang investasi DIKALI 100%

Dokumen Perencanaan Peluang Investasi berfungsi sebagai panduan
komprehensif bagi pemerintah daerah dan investor dalam merencanakan
dan mengelola investasi. Dokumen ini memberikan informasi rinci

Taterpretasl 1 mengenai potensi ekonomi, keunggulan kompetitif, dan prospek bisnis di
suatu daerah, sehingga dapat menarik investasi yang berkualitas dan
berkelanjutan.

Sumber Data : Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi

Output 1: Meningkatnya Fasilitasi Insentif dan kemudahan Penanaman Modal

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif

Nama Indikator : dan Kemudahan Penanaman Modal




Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen penetapan kebijakan daerah terkait
pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun
sebagai dasar untuk diberikannya fasilitas/insentif dan kemudahan
penanaman modal bagi investor yang akan bermohon

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen penetapan kebijakan daerah terkait pemberian insentif
dan kemudahan penanaman modal yang disusun sebagai dasar untuk
diberikannya fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal bagi
investor yang akan bermohon

Interpretasi :

Dengan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas dokumen-dokumen
ini, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif,
menarik minat investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Sumber Data :

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN)
dengan UMKM di daerah

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen fasilitasi kesepakatan kemitraan antara
usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah




Jumlah dokumen fasilitasi kesepakatan kemitraan antara usaha besar

Rumus Perhitungan : (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah

Kesepakatan kemitraan antara usaha besar (baik PMA maupun PMDN)
dengan UMKM di daerah bertujuan untuk menciptakan investasi yang
inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah. Kemitraan ini biasanya melibatkan pembinaan dan
pengembangan UMKM oleh usaha besar, dengan prinsip saling
membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.

Interpretasi :

Sumber Data : Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi

Output 2: Meningkatnya Tatakelola Deregulasi Bidang Penanaman Modal

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya

Nama Indikator : Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

" - UU Nomor 25 Tahun 2007
Dasar Hukum : - PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Mengukur ketersediaan dokumen rekomendasi kebijakan sektor usaha
Definisi Operasional : yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis
resiko




Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya
diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko

Rekomendasi kebijakan untuk sektor usaha terkait harmonisasi regulasi
perizinan berusaha berbasis risiko mencakup penyederhanaan proses dan

Interpretasi : penyesuaian peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan mengurangi
hambatan perizinan dan meningkatkan efisiensi.

Sumber Data : Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Output : Meningkatnya Kualitas Informasi Potensi Investasi

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal
Daerah Provinsi

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomer 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal
Daerah Provinsi

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah Provinsi

Interpretasi :

Merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang
yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan investor




dalam menjalankan kegiatan penanaman modal, serta bertujuan untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik dan
berkelanjutan. Dokumen ini biasanya mencakup potensi daerah, sektor
unggulan, target investasi, serta strategi dan program untuk mencapai
tujuan investasi yang ditetapkan.

Sumber Data : Bidang Perencanaan Pengembangan [klim Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi

Nama Indikator : : .
- investasi

- UU Nomor 25 Tahun 2007
Dasar Hukum : - PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Mengukur fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemutakhiran data

HeHis. Opmtionn ; potensi investasi Kabupaten /Kota

Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi

Rumus Perhitungan : ; 2
investasi

Potensi Investasi Regional (PIR) adalah sistem informasi yang
menyediakan data dan informasi mengenai peluang serta potensi
investasi di suatu daerah, khususnya di tingkat provinsi atau
Interpretasi : kabupaten/kota. PIR bertujuan untuk memfasilitasi para investor dalam
memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai potensi
investasi di suatu daerah, sehingga dapat mendorong masuknya investasi
dan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah tersebut.




Sumber Data :

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen peta potensi investasi provinsi

Rumus Perhitungan :

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi

Interpretasi :

Peta potensi investasi di berbagai sektor unggulan daerah yang terus
diperbarui merupakan gambaran mengenai potensi ekonomi yang dapat
dikembangkan di suatu wilayah, yang mencakup berbagai sektor seperti
pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan lainnya. Peta ini
membantu pemerintah daerah dalam menarik minat investor dan
mengarahkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber Data :

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Bidang Promosi Penanaman Modal
Tabel Definisi Operasional Program

Sasaran Program:

Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal

Nama Indikator :

Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007

- PP Nomor 28 Tahun 2025

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Definisi Operasional :

Mengukur efektivitas pelaksanaan promosi investasi dalam menarik
minat calon investor

Rumus Perhitungan :

Jumlah peminat dari promosi investasi DIBAGI target sasaran promosi
investasi DIKALI 100%

Promosi investasi sangat penting karena dapat memberikan dampak
positif yang signifikan bagi perekonomian suatu negara daerah. Selain itu,

Interpretasi : promosi investasi juga dapat membantu membangun citra positif suatu
wilayah sebagai tujuan investasi yang menarik dan menjanjikan, sehingga
dapat menarik lebih banyak investor di masa depan.

Sumber Data : Bidang Promosi Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Output : Meningkatnya Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan




Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen yang memuat hasil kegiatan promosi/
penyebaran informasi Penanaman Modal yang telah dilaksanakan

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen yang memuat hasil kegiatan promosi/ penyebaran
informasi Penanaman Modal yang telah dilaksanakan

Promosi investasi sangat penting karena dapat memberikan dampak
positif yang signifikan bagi perekonomian suatu negara daerah. Selain itu,

Interpretasi : promosi investasi juga dapat membantu membangun citra positif'suatu
wilayah sebagai tujuan investasi yang menarik dan menjanjikan, sehingga
dapat menarik lebih banyak investor di masa depan.

Sumber Data : Bidang Promosi Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan
Provinsi

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen yang memuat strategi promosi dan
sektor unggulan daerah yang akan dipromosikan




Jumlah dokumen yang memuat strategi promosi dan sektor unggulan

Rumus Perhitungan : daereh yang skan dipromosikan

Promosi penanaman modal memiliki peran penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
produktivitas, dan mendorong inovasi. Dengan strategi promosi yang

Interpretasi : efektif, suatu daerah dapat menarik minat investor, meningkatkan
investasi, dan pada akhirnya mencapai pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan

Sumber Data : Bidang Promosi Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun




Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Tabel Definisi Operasional Program

Sasaran Program:

Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal

Nama Indikator :

Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007

- PP Nomor 28 Tahun 2025

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor'2 Tahun 2025

Definisi Operasional :

Mengukur efektivitas data dan informasi yang tersedia digunakan untuk
mendukung pengambilan keputusan dan kegiatan operasional terkait
penanaman modal. Secara spesifik, mengukur proporsi data dan
informasi yang benar-benar dimanfaatkan dari total data dan informasi
vang ada

Rumus Perhitungan :

Jumlah data yang tersedia DIBAGI Jumlah permintaan pemanfaatan data
DIKALI 100%

Mencakup berbagai jenis data, seperti data realisasi investasi, potensi
investasi, data pelaku usaha, data perizinan, dan informasi lain yang

Interpretasi : relevan dengan kegiatan penanaman modal yang dapat mendukung
pengambilan keputusan dan kegiatan operasional terkait penanaman
modal

Sumber Data : Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Kegiatan : Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Output : Meningkatnya Kualitas Data PMA dan PMDN

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan

Nama Indikator : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan
- - UU Nomor 25 Tahun 2007
Dasar Hukum : - PP Nomor 28 Tahun 2025

-  Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Mengukur ketersediaan dokumen data dan informasi penanaman modal

Definisi Operasional : dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Jumlah dokumen yang memuat data dan informasi penanaman modal

Fias Pethtungan ; dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Mencakup berbagai jenis data, seperti data realisasi investasi, potensi
investasi, data pelaku usaha, data perizinan, dan informasi lain yang

Interpretasi : relevan dengan kegiatan penanaman modal yang dapat mendukung
pengambilan keputusan dan kegiatan operasional terkait penanaman
modal

Sumber Data : Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun




Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tabel Definisi Operasional Program

Sasaran Program:

Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal

Nama Indikator :

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan
Penanaman Modal

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007

- PP Nomor 28 Tahun 2025

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Definisi Operasional :

Mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan yang menyasar peningkatan
kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya

Rumus Perhitungan :

Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang melapor LKPM DIBAGI Jumlah
perusahaan PMA dan PMDN DIKALI 100%

LKPM membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi

Interpretasi : realisasi investasi, perkembangan kegiatan usaha, dan iklim investasi
secara keseluruhan.
Sumber Data : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Output : Meningkatnya Perusahaan PMDN dan PMA yang Menyampaikan LKPM

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
yang dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian
Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Nama Indikator :

: - UU Nomor 25 Tahun 2007
Dasar Hukum : - PP Nomor 28 Tahun 2025
Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional : Mengukur jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengawasan

Rumus Perhitungan : Jumlah proyek PMA dan PMDN yang dilakukan pengawasan

Pengawasan penanaman modal adalah kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan investasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan

FRtespreran : lingkungan. Pengawasan ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan
penegakan kepatuhan terhadap peraturan penanaman modal, serta
verifikasi administrasi dan fisik kegiatan usaha.

Sumber Data : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun




Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur jumlah kegiatan usaha yang telah mendapatkan Fasilitasi
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha
dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

Rumus Perhitungan :

Jumlah Kegiatan Usaha yang telah mendapatkan Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam
Merealisasikan Kegiatan Usahanya

Dengan adanya berbagai upaya penyelesaian dan fasilitasi, diharapkan

Interpretasi : pelaku usaha dapat mengatasi hambatan yang dihadapi dan
merealisasikan potensi bisnis mereka secara optimal.
Sumber Data : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1,15.5-3406 Tahun 2024




Definisi Operasional :

Mengukur jumlah pelaku usaha PMDN yang telah mengikuti Bimbingan
Teknis LKPM

Rumus Perhitungan :

Jumlah pelaku usaha PMDN yang mengikuti Bimbingan Teknis LKPM

Interpretasi :

Kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan
keterampilan kepada pelaku usaha dalam menyusun dan menyampaikan
LKPM secara benar dan tepat waktu. LKPM adalah laporan wajib bagi
pelaku usaha mengenai perkembangan kegiatan penanaman modal dan
kendala yang dihadapi, yang disampaikan secara berkala melalui sistem
Online Single Submission (OSS).

Sumber Data :

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Tabel Definisi Operasional Program

Sasaran Program: Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Nama Indikator : Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh 1zin Sesuai Ketentuan

- UU Nomor 25 Tahun 2007

Dasar Hukum : - PP Nomor 28 Tahun 2025

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Mengukur efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
Definisi Operasional : perizinan yang tercermin dari jumlah pelaku usaha yang telah terbit
: izinnya sesuai ketentuan

Rumus Pgrhitungan : Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin dan nonizin DIBAGI jumlah
pelaku usaha yang mengurus perizinan dan nonperizinan DIKALI 100%

Proses penyediaan layanan perizinan dan non perizinan kepada
masyarakat atau pelaku usaha, yang bertujuan untuk memberikan
kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam berusaha dan

beraktivitas. Pelayanan ini mencakup berbagai jenis izin dan non izin
Interpretasi : yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya
dilakukan oleh instansi pemerintah terkait. Efektivitas penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan kunci dalam
menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah.

Sumber Data : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun




Kegiatan : Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan

Daerah Provinsi

Output : Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

- UU Nomor 25 Tahun 2007

Dasar Hukum : - PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Mengukur jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan dokumen
perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan terverifikasi dan terbit

Definisi Operasional :

otomatis melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi
secara elektronik

Rumus Perhitungan :

Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan dokumen perizinan dan
nonperizinan yang diterbitkan terverifikasi dan terbit otomatis melalui
sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik

Interpretasi :

Proses penyediaan layanan perizinan dan non perizinan kepada
masyarakat atau pelaku usaha, yang bertujuan untuk memberikan
kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam berusaha dan

beraktivitas. Pelayanan ini mencakup berbagai jenis izin dan non izin
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya
dilakukan oleh instansi pemerintah terkait. Efektivitas penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan kunci dalam
menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah.

Sumber Data :

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan




Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator 1:

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian
Fasilitas /Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen yang memuat hasil kegiatan rapat
koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur penyelenggara pelayanan
perizinan dan nonperizinan Kabupaten /Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen yang memuat hasil kegiatan rapat koordinasi dan
sinkronisasi antar aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan
nonperizinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur
penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan adalah pertemuan
antar petugas yang bertanggung jawab atas pelayanan perizinan dan

Totecpratunl nonperizinan untuk menyelaraskan langkah-langkah kerja dan
memastikan kesesuaian antara berbagai aspek pelayanan yang mereka
berikan.

Sumber Data : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun




BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Tabel Definisi Operasional Program

Sasaran Program:

Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Nama Indikator 2:

Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan
Nonperizinan

- UU Nomor 25 Tahun 2007

Dasar Hukum : - PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Mengukur efektivitas dari proses tindak lanjut pengaduan

Definisi Operasional :

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang masuk

Rumus Perhitungan :

Pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang ditindaklanjuti
DIBAGI pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang masuk
DIKALI 100%

Interpretasi :

Tingkat keberhasilan tindak lanjut pengaduan merupakan salah satu
indikator kualitas pelayanan publik. Penanganan pengaduan yang efektif
dan efisien dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat
terpenuhi dalam proses perizinan dan nonperizinan.

Sumber Data :

Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

Frekuensi ;

1 (Satu) Tahun




Kegiatan : Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Output : Meningkatnya layanan konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi,
dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas
Daerah

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis,
Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Lintas Daerah

Rumus Perhitungan :

Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi,
dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas
Daerah

Interpretasi :

Proses berkelanjutan berupa pengumpulan data, analisis informasi,
penilaian kinerja, dan pelaporan hasil untuk memastikan bahwa kegiatan
usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan dan tingkat
risiko yang telah ditetapkan, serta untuk mengevaluasi efektivitas sistem
perizinan berbasis risiko itu sendiri

Sumber Data :

Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan
Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Dasar Hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2007
- PP Nomor 28 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Definisi Operasional :

Mengukur Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi
Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik

Rumus Perhitungan :

Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan
Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Interpretasi :

Layanan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membantu mereka
memahami dan memenuhi persyaratan perizinan yang disesuaikan
dengan tingkat risiko usaha mereka yang bertujuan untuk memudahkan
proses perizinan melalui sistem elektronik yang terintegrasi

Sumber Data :

Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




SEKRETARIAT

Tabel Definisi Operasional Program

Sasaran Program:

Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator :

Indeks RB Perangkat Daerah

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-
G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur Nilai Indes Reformasi Birokrasi yang di berikan atas Tata
Kelola Pemerintah Perangkat Daerah

Rumus Perhitungan :

Nilai Indes Reformasi Birokrasi yang di berikan atas Tata Kelola
Pemerintah Perangkat Daerah

Interpretasi :

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan
dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi
pemerintah. IRB adalah diberikan untuk menilai seberapa baik suatu
instansi dalam melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata kelola
pemerintahan, termasuk dalam hal kelembagaan, SDM, dan pelayanan
publik.

Sumber Data :

Sekretariat DPMPTSP

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output : Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Dasar Hukum : - Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052 /Ro.Org-
G.ST/2025
Definisi Operasional : Mengukur ketersediaan dokumen perencanaan yang dihasilkan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (terdiri dari RKA, RKA-
Rumus Perhitungan : P, DPA, DPA-P, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, Perjanjian Kinerja, ,
' Dokumen Manajemen Resiko, dan Dokumen Proses Bisnis PD)

Dokumen yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk merencanakan kegiatan dan program mereka dalam jangka waktu
tertentu, biasanya tahunan atau lima tahunan. Dokumen ini menjadi
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan memastikan keterkaitan
antara perencanaan strategis tingkat daerah dengan operasional di
tingkat perangkat daerah.

Interpretasi :

Sumber Data : Sub Bagian Program

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun




Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052 /Ro.Org-
G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rumus Perhitungan :

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Interpretasi :

Dokumen resmi yang berisi ringkasan capaian kinerja dan realisasi
anggaran OPD selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun
anggaran. Laporan ini juga mencakup hasil koordinasi penyusunan
laporan tersebut, yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan anggaran serta kinerja SKPD

Sumber Data :

Sub Bagian Program

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah




- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Dasar Hukum : - Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052 /Ro.Org-
G.ST/2025
Definisi Operasional : Mengukur ketersediaan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (terdiri dari: Laporan

Rumus Perhitungan : Capaian Kinerja, LKIP dan, LPPD)

Dokumen yang berisi penilaian terhadap capaian kinerja suatu perangkat
daerah dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Laporan ini
Interpretasi : disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan dan
kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja _

Sumber Data : . Sub Bagian Program

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan

Nama Indikator : diperiksa lingkup Perangkat Daerah

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Dasar Hukum : - Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0Org-
G.ST /2025

Mengukur ketersediaan data statistik sektoral daerah yang telah

Definis Operasional : dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah

Jumlah data statistik yang dikumpulkan oleh OPD untuk memenuhi

Tumun Periitusgen kebutuhan data dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya




Data statistik sektoral perangkat daerah adalah kumpulan data yang
dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan

Interpretasi : dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, yang digunakan untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan
daerah.

Sumber Data : Sub Bagian Program

Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik
Sektoral Daerah

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-
G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen hasil penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen yang dihasilkan OPD dari pelaksanaan kegiatan
Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Interpretasi :

Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dilaksanakan dengan
mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data
statistik sektoral di lingkungan Perangkat Daerah masing-

masing. Dengan adanya Walidata Pendukung, diharapkan
penyelenggaraan statistik sektoral di daerah dapat berjalan lebih efektif,
efisien, dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung
pembangunan daerah.




Sumber Data :

Sub Bagian Program

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Pemerikaan (TLHP)

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Dasar Hukum : - Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052 /Ro.Org-
G.ST/2025
Definisi Operasional : Mengukur Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Setiap

Bulannya

Rumus Perhitungan :

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Setiap Bulannya

Interpretasi :

Kegiatan penyediaan anggaran dan mekanisme pembayaran gaji pokok,
tunjangan, dan fasilitas lainnya yang menjadi hak ASN sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sumber Data :

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dasar Hukum :

-  Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0Org-
G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen hasil penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan administrasi Tugas ASN

Interpretasi :

Kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyediaan berbagai jenis
administrasi yang dibutuhkan

Sumber Data :

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-
G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen proses pengelolaan penatausahaan,
pengujian dan verifikasi keuangan




Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen proses pengelolaan penatausahaan, pengujian dan
verifikasi keuangan

Kegiatan yang melaksanakan proses pengelolaan penatausahaan,

Interpretasi : pengujian dan verifikasi keuangan
Sumber Data : Sub Bagian Keuangan dan Asset
Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052 /Ro.Org-
G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan laporan keuangan Akhir Tahun dan laporan hasil
koordinasi

Rumus Perhitungan :

Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun dan laporan hasil koordinasi

Interpretasi :

Kegiatan yang melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan untuk
laporan keuangan Akhir Tahun dan laporan hasil koordinasi

Sumber Data :

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-
G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan
tindak lanjut pemeriksaan

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut
pemeriksaan

Kegiatan yang melaksanakan penyiapan dokumen sebagai bahan

tnterpretust ; tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut
Sumber Data : Sub Bagian Keuangan dan Asset
Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan

Nama Indikator : Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Dasar Hukum : - Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-
G.ST /2025




Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD

Rumus Perhitungan :

Jumlah penyusunan laporan keuangan triwulanan /semesteran dan
laporan koordinasi triwulanan /semesteran

Interpretasi :

Kegiatan yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan triwulanan
/semesteran dan laporan koordinasi triwulanan /semesteran

Sumber Data :

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-
G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen rencana kebutuhan Barang Milik
Daerah

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen rencana kebutuhan Barang Milik Daerah




Interpretasi :

Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode
satu tahun yang disusun oleh pengguna barang/kuasa pengguna

barang. RKBMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD dan memuat rincian kebutuhan barang untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang
sedang berjalan.

Sumber Data :

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0Org-
G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan laporan data Rekonsiliasi dan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Rumus Perhitungan :

Jumlah laporan data Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD '

Interpretasi :

Laporan yang menyajikan proses mencocokkan dan menyesuaikan data
barang milik daerah (BMD) antara catatan di SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) dengan data di pengelola BMD, serta menyusun
laporan yang akurat mengenai BMD tersebut. Tujuannya adalah untuk
memastikan keselarasan data, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan




aset daerah, dan mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang
akuntabel dan tepat waktu.

Sumber Data :

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6 /052 /Ro.Org-
G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan laporan tata kelola Barang Milik Daerah pada
SKPD

Rumus Perhitungan :

Jumlah laporan tata kelola Barang Milik Daerah pada SKPD

Laporan yang menyajikan hasil serangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai

Interpretasi : dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk
memastikan tertib administrasi dan pengelolaan BMD di SKPD, sehingga
terwujud pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif, dan optimal.

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan dan Asset

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output : Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0Org-
G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan paket penyediaan pakaian dinas yang lengkap
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Instansi

Rumus Perhitungan :

Jumlah paket penyediaan pakaian dinas yang lengkap sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan oleh Instansi

Kegiatan yang melaksanakan penyediaan pakaian dinas yang lengkap

Tpterpretant ) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Instansi
Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-
G.ST/2025




Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen yang berisi data dan informasi
kepegawaian pada OPD

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen yang berisi data dan informasi kepegawaian pada OPD

Kegiatan yang melaksanakan penyusunan dokumen yang berisi data dan

lkprgeetant 1 informasi kepegawaian pada OPD
Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0Org-
G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan peningkatan
kompetensi bagi pegawai

Rumus Perhitungan :

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi
bagi pegawai

Interpretasi :

Kegiatan yang melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi
pegawai

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Dasar Hukum : - Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-
G.ST/2025
Mengukur jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pembekalan
pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Definisi Operasional :

sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Rumus Perhitungan :

Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pembekalan
pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Interpretasi :

Kegiatan yang melaksanakan pembinaan dan pembekalan pemahaman
mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Tugas
Pokok dan Fungsi

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0Org-
G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian
kinerja pegawai

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai

Interpretasi :

Kegiatan yang melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penila.ian_kinerja
pegawai

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output 1 : Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
yvang Disediakan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6 /052 /Ro.Org-
G.ST /2025




Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan paket penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor

Rumus Perhitungan :

Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor

Kegiatan yang melaksanakan paket penyediaan komponen instalasi

Taipiuetast | listrik /penerangan bangunan kantor
Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Dasar Hukum :

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052 /Ro.0Org-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rumus Perhitungan :

Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Interpretasi :

Kegiatan yang melaksanakan paket penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor untuk menunjang kegiatan operasional kantor

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan paket penyediaan cetakan dan penggandaan

Rumus Perhitungan :

Jumlah paket penyediaan cetakan dan penggandaan

Kegiatan yang melaksanakan paket penyediaan cetakan dan penggandaan untuk

Fabmpretanl mendukung kegiatan operasional dan administrasi
Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

| Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan laporan yang menyajikan proses, pelaksanaan, dan hasil
dari kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)




Rumus Perhitungan :

Jumlah laporan yang menyajikan proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan
rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)

Interpretasi : Kegiatan yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Frekuensi : 1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output 2 : Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Dasar Hukum :

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan
berbasis elektronik pada SKPD (dokumen arsitektur SPBE dan roadmap
penerapan SPBE)

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis
elektronik pada SKPD (dokumen arsitektur SPBE dan roadmap penerapan
SPBE)

Interpretasi :

Dokumen yang memuat penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret
yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE.
Tingkat ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang




terlibat di instansi untuk menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan
arsitektur SPBE, antara lain aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemeliharaan, dan evaluasi proyek TIK

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output 3 : Meningkatnya pengawasan kearsipan internal

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dasar Hukum :

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052 /Ro.0Org-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Rumus Perhitungan :

Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Interpretasi :

Dokumen yang memuat penyelenggaraan kearsipan OPD dalam rangka
transformasi digital kearsipan (digitalisasi arsip) yang meliputi ketersediaan
kebijakan dan kinerja pengelolaan arsip elektronik/digital

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output : Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur jumlah unit penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan
dinas jabatan

Rumus Perhitungan :

Jumlah unit penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas
jabatan .

Interpretasi :

Kendaraan yang diperuntukkan untuk kepentingan dinas atau tugas-tugas resmi
yang dilakukan oleh individu pegawai atau pejabat dalam sebuah organisasi atau
lembaga pemerintah

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan paket penyediaan mebel kantor

Rumus Perhitungan :

Jumlah paket penyediaan mebel kantor




Interpretasi : Kumpulan perabot atau furnitur yang disediakan untuk menunjang kelancaran
operasional kantor

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052 /Ro.0rg-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur jumlah unit penyediaan peralatan dan mesin lainnya

Rumus Perhitungan :

Jumlah unit penyediaan peralatan dan mesin lainnya

Interpretasi :

Item atau Perangkat yang dibtuhkan untuk menunjang kelancaran operasional
perkantoran

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yvang dimanfaatkan




Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 200.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan laporan yang memuat pengadaan sarana dan prasarana
secara elektronik

Rumus Perhitungan :

Jumlah laporan yang memuat pengadaan sarana dan prasarana secara
elektronik

Interpretasi : Laporan yang memuat pengadaan sarana dan prasarana secara elektronik
Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

Rumus Perhitungan :

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Interpretasi :

Dokumen resmi yang merinci proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan
penyediaan jasa oleh pihak ketiga atau vendor dalam bidang komunikasi, sumber
daya air, dan listrik kepada OPD

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Frekuensi ;:

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052 /Ro.0rg-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur ketersediaan laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Rumus Perhitungan :

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Interpretasi :

Dokumen formal yang merincikan proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan
penyediaan jasa oleh pihak ketiga atau vendor dalam memenuhi kebutuhan
pelayanan umum di kantor

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output : Meningkatnya pemeliharaan Barang Milik Daerah

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.ST /2025




Definisi Operasional :

Mengukur jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
yang yvang telah di pelihara dan dibayarkan pajaknya

Rumus Perhitungan :

Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang yang
telah di pelihara dan dibayarkan pajaknya

Interpretasi :

Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang yang telah di
pelihara dan dibayarkan pajaknya

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama lndikatof :

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.3T /2025

Definisi Operasional :

Mengukur jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang telah dipelihara

Rumus Perhitungan :

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang telah dipelihara

Interpretasi : Merujuk kepada berbagai perangkat keras, alat, atau peralatan mekanis yang
digunakan dalam berbagai aktivitas operasional kantor yang telah dipelihara

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun




Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0Org-G.ST /2025

Definisi Operasional :

Mengukur jumlah unit gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya yang
telah dipelihara

Rumus Perhitungan :

Jumlah unit gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya yang telah
dipelihara

Interpretasi :

Gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya yang telah dipelihara

Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun

Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan

Nama Indikator :

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Dasar Hukum :

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.0rg-G.ST/2025

Definisi Operasional :

Mengukur jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan
pendukung lainnya yang telah dipelihara

Rumus Perhitungan :

Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan pendukung
lainnya yang telah dipelihara

Interpretasi :

Merupakan fasilitas, perangkat, atau perlengkapan yang disediakan dalam suatu
gedung kantor atau bangunan untuk mendukung aktivitas operasional dan
administratif yang telah dipelihara




Sumber Data :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Frekuensi :

1 (Satu) Tahun
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